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KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada BAPPEDA Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah
berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2016-2021, serta sebagai bahan pertimbangan dan
evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan
Daerah sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil
yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya
yang ada dan lebih efisien.

Penyusunan LAKIP BAPPEDA ini telah diupayakan sebaik mungkin,
walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan
dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BAPPEDA
Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengupayakan untuk mengatasi
kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.
Semoga LAKIP BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini telah dapat
mencerminkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun
2017.

Dengan telah tersusunnya LAKIP BAPPEDA Kabupaten Tanjung
Jabung Barat tahun 2017 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada
narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan
LAKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan
yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun

2017.

Kuala Tungkal, Februari 2018

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Sl

Ir.H.FIRDAUS KAHATAB, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1003
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan
laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama
Tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 tersebut dibanding Tahun 2016
sebagai Tolok Ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian
kinerja  terhadap rencana  Kinerja  ini akan  memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan dimasa yang akan
datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator
kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung
kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan
sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat
dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen
melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan
yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda
Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 dengan jumlah
sasaran strategis sebanyak 3 (tiga) sasaran yang terdiri dari 4 (empat)
Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian berhasil Hal ini
menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2017 telah mencapai target yang telah
ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan
dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang

harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.
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Mama :  Ir. H, FIRDAUS KHATAB, M. M.
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selanyutnya disebul pihak pertama
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Persentase Keselarasan dokumen 90%
perencanaan

Meningkatnya kualitas Persentase Penyusunan Dokumen
1 Perencanaan Pembangunan Perencanaan dan Pelaporan tepat
Daerah waktu Serta Evaluasi/Review , 50 %
Revisi Dokumen Perencanaan 0
sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan
Meningkatnya daya dukung
data dan informasi sebagai basis | Persentase ketersediaan data
2 . . . 80 %
perencanaan pembangunan informasi yang valid dan terbaru
daerah
3 Meningkatnya hasil penelitian Peresentase hasil penelitian yang di 55 o,
yang di tindak lanjuti tindaklanjuti
Program Anggaran Keterangan

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.358.637.199,-

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 620.600.000,-

3. Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 50.550.000,-

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Rp. 70.000.000,-

Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Rp. 55.400.000,-
Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Pengembangan Data dan Informasi Rp. 728.850.000,-
7. Program Kerjasama Pembangunan Rp. 60.400.000,-
8. Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 1.993.185.000,-
9. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 357.077.000,-
10. Perencanaan Sosial dan Budaya Rp. 1.589.470.000,-
11. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Rp. 759.385.000,-
Daya Alam dan Lingkungan Hidup

12. Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Rp. 50.196.7350,-
Sumber Daya Alam dan Teknologi Sumber
Daya

13. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Rp. 416.800.750,-
Perusahaan (TJSLP)

14. Program Perencanaan Sosial dan Rp. 40.565.000,-

Pemerintahan



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan
pengembangan.

Pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan
pengembangan dilaksanakan dalam rangka Mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang berkualitas yang ditandai dengan keselarasan
dokumen perencanaan, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan, yang dilakukan dengan
Mewujudkan dukungan pengelolaan perencanaan daerah dengan
kelengkapan data informasi daerah dan Mewujudkan hasil penelitian dan
pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai acuan untuk mengarahkan pelaksanaan fungsi penunjang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang
perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan telah ditetapkan
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Keputusan Kepala Badan Perenanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/ 46/Bappeda/2017 tentang
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Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, dimana pada
tahun 2017 ini telah dilakukan perubahan seiring dengan penyusunan
perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Sebagai acuan dalam
pelaksanaan evaluasi tahun 2017 digunakan indikator kinerja dan rencana
indikasi pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Renstra yang sudah
memasuki tahapan rancangan akhir.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai unit kerja pemerintah semakin dituntut
untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan
yang menuntut azas akuntabilitas, di mana setiap penyelenggaraan negara
harus dapat mempertangung jawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh
program dan kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan
kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung
jawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif
suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai
tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab
itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah

untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan
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pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif
terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi
pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya

kepercayaan masyarakat.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Secara legal dan formal pembentukan Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung merupakan lembaga
yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten
Tanjung Jabung yang berdiri sejak Tahun 1980 berdasarkan Keppres
Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian diatur lebih
lanjut melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI Nomor
185 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II) maka
diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung Nomor I Tahun 1981 Tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan secara historis telah mengalami
berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan
pemerintahan daerah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang (UU) No. 54
Tahun 1999, pemekaran wilayah Tanjung Jabung menjadi dua wilayah dan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten induk. Diiringi
terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka
Perda pembentukan Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat
diperbaharui dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4

Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan
Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2003
Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka
pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diperbaharui
dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati
Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Pokok
dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berubah
menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja
Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penanaman Modal berubah Menjadi Perangkat Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan
dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67
tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan
dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

menyelenggarakan fungsi :
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1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang

penelitian dan pengembangan;

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang

penelitian dan pengembangan;

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bidang

penelitian dan pengembangan;

4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan
pengembangan; dan

5. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Sekretaris dan Kepala Bidang

dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan
administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah yang mempunyai fungsi :

1. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana
program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabiltas
kinerja;

2. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan
meliputi: kerumah tanggaan, kepegawaian, penatausahaan aset, kerja

sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
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3. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi:

perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
4. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
S. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbagian dengan

tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset,

kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan dengan uraian tugas :

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag umum dan
kepegawaian;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan
kepegawaian;

c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi
kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan
rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan

pegawai dan kesejahteraan pegawai;
d. melakukan ©penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan

ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat,

tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
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e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi
kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan,

tatalaksana, dan hubungan masyarakat;

f. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris

barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;

g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi

terkait sesuai lingkup tugas; dan

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya

b. Kepala Subbagian Keuangan.
Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

urusan keuangan dengan uraian tugas :
a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag keuangan;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup

administrasi keuangan;

c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi
keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian
keuangan, perbendaharaaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

d. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan
urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan
Surat Perintah Membayar (SPM), perbendahaan, akuntansi, verifikasi,

tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan dinas;

e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi

keuangan; dan
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f.

C.

melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan

program dengan uraian tugas :

a.

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup

perencanaan, evaluasi dan pelaporan program,;

melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan
penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan

anggaran;

melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang

untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;

melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi
dan penilaian kinerja;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran
meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan

pusat secara lintas program;

melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD); dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.
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B. KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan
program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data
pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan

pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan pelaksanaan program dan rencana bidang penelitian,

pengembangan dan data;

b. penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan

pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;

c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan,
pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan

daerah;

d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, verifikasi, analisis data dan
informasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan

perencanaan pembangunan daerah;

e. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan pembangunan

daerah;

f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi

daerah;

g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan

daerah; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
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Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data dalam
menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan

tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi
penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan
dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup data,

evaluasi dan pelaporan;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
penghimpunan, evaluasi, verifikasi, analisis data dan informasi

perencanaan pembangunan Daerah;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
penghimpunan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,
RENJA dan Musrenbang;

e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
perencanaan pembangunan Daerah;

f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan
subbidang; dan

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.
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b. Kepala Subbidang Pengembangan Program dan Kerjasama

Kepala Subbidang Pengembangan Program dan Kerja Sama

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah,

pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan,

pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan

program dan kerja sama dengan uraian tugas :

a.

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
subbidang;

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian,
fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan/atau kerjasama penelitian,
pengkajian serta analisis pengembangan program pembangunan
daerah;

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pensinergian program

pembangunan dalam daerah dan antar daerah;

melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta
pelaksanaan pengkajian peraturan;

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah
kebijakan dan strategi perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan
subbidang; dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.
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c. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi

Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas
melakukan penyusunan rencana, merumuskan, melaksanakan,
mengoordinasi, fasilitasi dan pelaporan lingkup teknologi dan inovasi

dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian,
fasilitasi dan pelaksanaan penelitian, pengkajian serta analisis inovasi
dan teknologi daerah;

c. menyiapkan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan
dan penerapan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi
dan teknologi daerah;

d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan
teknologi daerah;

e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan
subbidang; dan

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

C. KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan

pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan




pembangunan daerah lingkup ekonomi dan sumber daya alam meliputi:

bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah,

penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan,

perindustrian, pengawasan, serta keuangan yang mempunyai fungsi :

a.

penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan
rencana kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan
daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan
rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen
perencanaan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMD di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan
pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

pelaksanaan  pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan
sumber daya alam; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
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Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam menjalankan
Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai

berikut :
a. Kepala Subbidang Ekonomi

Kepala Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan
perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi meliputi: bidang
tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah dan penanaman modal
dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan
teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,
RENJA dan dokumen perencanaan lingkup ekonomi;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup ekonomi;

e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat lingkup ekonomi;

f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan

informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
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melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah lingkup ekonomi;

melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan

Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan

keuangan meliputi: bidang pengawasan dan keuangan dengan uraian

tugas :

a.

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan
teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,
RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pengawasan dan keuangan;
melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pengawasan dan

keuangan,;
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e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat lingkup pengawasan dan keuangan;

f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan

keuangan,;

g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah lingkup pengawasan dan keuangan;

h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

c. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi
penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam
meliputi: bidang pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian dengan

uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
subbidang;
b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
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c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan
teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,

RENJA dan dokumen perencanaan lingkup sumber daya alam;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan

harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sumber daya alam;

e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat lingkup sumber daya alam;

f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya

alam;

g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah lingkup sumber daya alam;

h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

D. KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan
pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah lingkup sosial dan pemerintahan meliputi:
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, bidang pendidikan, kesehatan,

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial,




pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah

raga, kebudayaan, pariwisata, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

serta kecamatan yang mempunyai fungsi :

a.

penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan

rencana kerja bidang sosial dan pemerintahan;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan

daerah di bidang sosial dan pemerintahan;

pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan
rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen

perencanaan di bidang sosial dan pemerintahan;

pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW

Daerah dan RPJMD di bidang sosial dan pemerintahan;

pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan
pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
di bidang sosial dan pemerintahan;

pelaksanaan  pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;

pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan

pemerintahan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
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Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam menjalankan Tugas

dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :
a. Kepala Subbidang Sosial

Kepala Subbidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan
perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial meliputi: bidang sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan
masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga
berencana dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis
penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan
dokumen perencanaan lingkup sosial;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sosial;

e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat lingkup sosial;

f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan

informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;

Hal 19



g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
lingkup sosial;

h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup
pemerintahan dan sumber daya manusia meliputi: bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta kecamatan dengan uraian

tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber
daya manusia;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan
teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,
RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pemerintahan dan sumber

daya manusia;
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d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pemerintahan dan

sumber daya manusia;

e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat lingkup pemerintahan dan sumber daya

manusia;

f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan

dan sumber daya manusia;

g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;

h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

c. Kepala Subbidang kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan
Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan
pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan

ketertiban umum meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman




dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kepemudaan dan

(0}

a

lah raga, kebudayaan, serta pariwisata dengan uraian tugas :

. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
subbidang;

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat,

ketentraman dan ketertiban umum;

. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis

penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan
dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan
ketertiban umum;

. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup kesejahteraan rakyat,

ketentraman dan ketertiban umum;

. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi

program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan

ketertiban umum;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan
rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;

. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan
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i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

E. KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi
penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sarana dan
prasarana meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup,
perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan,

kearsipan, dan bencana yang mempunyai fungsi :

a. penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan
rencana kerja bidang sarana dan prasarana;

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan
daerah di bidang sarana dan prasarana;

c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan
rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen
perencanaan di bidang sarana dan prasarana;

d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dan RPJMD di bidang sarana dan prasarana;

e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan
pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
di bidang sarana dan prasarana;

f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
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g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan

prasarana; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam menjalankan Tugas dan

Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Infrastuktur

Kepala Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan
perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur meliputi: bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan

kawasan permukiman dengan uraian tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan
teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,
RENJA dan dokumen perencanaan lingkup infrastruktur;

d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan

harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup infrastruktur;
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e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat lingkup infrastruktur;

f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan

informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;

g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah lingkup infrastruktur;

h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

b. Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup
perhubungan, komunikasi dan informatika meliputi: perhubungan,
komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, dan kearsipan

dengan uraian Tugas :

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
subbidang;

b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi

dan informatika;
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melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan
teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,
RENJA dan dokumen perencanaan lingkup perhubungan, komunikasi
dan informatika;

melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup perhubungan,
komunikasi dan informatika;

melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat lingkup perhubungan, komunikasi dan
informatika;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan,
komunikasi dan informatika;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan
subbidang; dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup

Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan




lingkungan hidup meliputi: bidang bencana dan lingkungan hidup dengan

uraian tugas :

a.

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran

subbidang;

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan
hidup;

melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan
teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA,
RENJA dan dokumen perencanaan lingkup bencana dan lingkungan
hidup;

melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bencana dan
lingkungan hidup;

melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi
program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat lingkup bencana dan lingkungan hidup;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan
lingkungan hidup;

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;

melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbidang; dan

melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.
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Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 68 orang dengan susunan
kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat
pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

1) Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat
dikelompokkan sebagai berikut :

a. Golongan IV, sebanyak 5 Orang terdiri dari :

- Golongan IV/c : 1 Orang
- Golongan IV/b : 1 Orang
- Golongan IV/a : 4 Orang

b. Golongan III, sebanyak 25 Orang terdiri dari :

- Golongan III/d : 6 Orang
- Golongan IlI/c : 8 Orang
- Golongan III/b : 6 Orang
- Golongan IlI/a : 5 Orang

c. Golongan II, sebanyak 13 Orang terdiri dari :

- Golongan II/d : 2 Orang
- Golongan II/c : 6 Orang
- Golongan II/b : 3 Orang
- Golongan II/a : 2 Orang

2) Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat
dikelompokkan sebagai berikut :

a. Pasca Sarjana (S2), sebanyak 5 Orang terdiri dari :
- Magister Manajemen - MM : 2 Orang
- Magister Ekonomi - ME : 1 Orang

- Magister Teknik — MT : 1 Orang
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-  Magister Hukum - MH : 1 Orang
- Magister Sains — M.Si : 1 Orang

b. Sarjana (S1), sebanyak 29 Orang terdiri dari :

- Sarjana Ekonomi : 13 Orang
- Sarjana Hukum : 1 Orang
- Sarjana Teknik : 3 Orang
- Sarjana Administrasi : 3 Orang
- Sarjana Sosial : 1 Orang
- Sarjana Pendidikan : 1 Orang

- Sarjana [lmu Pengetahuan : 1 Orang

- Sarjana Pemerintahan : 1 Orang
- Sarjana Komputer : 1 Orang
- Sarjana komunikasi : 1 Orang

c. Sarjana Muda (Diploma) sebanyak 3 Orang
d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 33 Orang

3) Menurut Eselon, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan
sebagai berikut :
a. Eselon II, sebanyak 1 Orang
b. Eselon III, sebanyak 5 Orang
c. Eselon IV, sebanyak 15 Orang
d. Non Eselon, sebanyak 57 Orang

4) Menurut Status Kepegawaian, Pegawai Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat
dikelompokkan sebagai berikut :
a. PNS, sebanyak 44 Orang
b. TKK, sebanyak 22 Orang

c. CS sebanyak 2 Orang
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1.3. Aspek Strategis

Dalam hal penentuan isu isu strategis ini kita melihat kondisi

lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Bappeda

Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedalam pola analisis SWOT.

1. Kekuatan (Strengths)

Kedudukan organisasi dan tugas pokok Bappeda yang cukup
strategis sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan
bidang penelitian dan pengembangan.

Adanya tugas monitoring dan evaluasi yang melekat pada fungsi
perencana.

Adanya fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator dalam
perencanaan pembangunan daerah.

Adanya tugas pengumpulan dan penganalisaan data
pembangunan daerah.

Adanya tugas melakukan pengelolaan data kelitbangan.
Tersedianya jumlah pegawai dengan tingkat variasi Sumber Daya
Manusia.

Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas

yang cukup memadai.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Belum Optimalnya perencanaan pembangunan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kurangnya pengendalian dan evaluasi penyusunan dan
pelaksanaan dokumen perencanaan sehingga kesulitan dalam

melakukan monitoring dan pengawasan terhadap hasil pekerjaan
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yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut dari hasil yang
dilaksanakan.

Belum optimalnya koordinasi antar subunit dalam organisasi dan
dengan mitra Perangkat Daerah.

Belum terinventarisir output kegiatan yang berupa produk data
dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
Belum terinventarisir output kegiatan yang berupa produk
penelitian di Perangkat Daerah.

Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap proses

perencanaan.

3. Peluang (Opportunities)

Adanya Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan = Pembangunan  Nasional, serta  Peraturan
turunannya yang merupakan landasan hukum dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator
penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.

Adanya Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

Adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahan

terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, RPJMD Kabupaten
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Tanjung Jabung barat tahun 2016-2021 serta dokumen
perencanaan pembangunan lainnya.

Adanya kewenangan untuk menyelaraskan arah pembangunan
daerah melalui konsistensi dokumen perencanaan seluruh
perangkat daerah terhadap arah pembangunan yang tertuang
dalam RPJMD.

Adanya kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di
rencanakan dengan produk penelitian dan pengembangan
sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.

Pendidikan dan pelatihan perencanaan yang direkomendasikan

oleh Kementerian Dalam Negeri.

4. Ancaman (Threats)

Kurangnya perangkat daerah dalam melaksanakan tahapan
proses perencanaan sampai ke evaluasi dokumen perencanaan.
Kurangnya support dari Perangkat Daerah terutama menyangkut
data dan informasi hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah
dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.

Belum berjalannya birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang
ada dengan optimal.

Kurangnya aparatur perencana di perangkat daerah baik dari

kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal

Bappeda yang telah dilakukan, berikut ini adalah pilihan-pilihan

strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakan

sebagai bentuk antisipasi untuk perbaikan kondisi saat ini. Penggunaan

strategi di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unit kerja dan
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unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi.
Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

1. Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan
peluang.

» Meningkatkan posisi tawar dengan menghasilkan produk
perencanaan yang profesional, akuntabel, kredibel, aspiratif dan
proporsional dengan mengacu pada Undang-Undang dan
Peraturan dan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.

» Penempatan SDM dengan mempertimbangan kompetensi
pendidikan terhadap bidang tugas yang dilaksanakan, tanggung
jawab serta disiplin pegawai.

2. Strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan
peluang.

» Menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan mengembangkan
azas kemitraan sehingga fungsi koordinasi dalam perencanaan,
monitoring dan evaluasi berjalan efektif.

» Mengoptimalkan koordinasi lingkup bidang untuk menghasilkan
dokumen perencanaan baik kabupaten maupun dokumen
perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan RPJMD,
peraturan dan perundangundangan serta  dokumen
perencanaan pembangunan lainnya.

» Mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan dengan
melakukan inventarisasi produk data dan informasi sebagai
basis perencanaan pembangunan daerah.

3. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari
ancaman.

» Mengoptimalkan fungsi kooordinasi secara berkala melalui

pengendalain dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dalam




proses  penyusunan dokumen = perencanaan = maupun
pelaksanaan.

» Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terhadap hasil
kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di rencanakan
dengan produk penelitian dan pengembangan sebagai basis
perencanaan pembangunan daerah.

» Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi
dengan melengkapi administrasi sesuai kaidah perencanaan.

» Mengoptimalkan kinerja SDM Perencana dengan melakukan
pemberdayaan, dalam melakukan koordinasi dengan perangkat
daerah dengan memberikan kesempatan dan tanggungjawab.

4. Strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari
ancaman.

» Melakukan koordinasi antar subunit dalam organisasi dan
dengan mitra Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tahapan
proses perencanaan sampai evaluasi dokumen perencanaan.

» Melakukan inventarisasi output kegiatan yang berupa produk
penelitian dan pengembangan di Perangkat Daerah sebagai basis
perencanaan pembangunan daerah.

» Pengembangan kemampuan SDM aparatur perencana seluruh
perangkat yang ada melalui bintek, diklat dan pendidikan

formal lainnya.

Analisis dan pertimbangan strategi tersebut di atas, di gunakan

untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.
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1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana

Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat tahun 2016 — 2021 adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko
dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);
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10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
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12.

13.

14.

15.

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016

Nomor 6);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kabupaen Tanjung Jabung Barat Tahun 2017

Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Tahun 2016 Nomor 67 );

19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2017
Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanaja
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017

(Berita Daerah Kabupaten Tanjung jabung Barat 2017 Nomor 38).

1.5. Maksud dan Tujuan

LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntunan kepada

semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian
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integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam
suatu Sistem AKIP.

Maksud dan tujuan LAKIP ini adalah sarana penyampaian
pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada
publik yang diwakili oleh lembaga legislatif dan merupakan sarana evaluasi
atas pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan visi dan misinya,

sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

1.6. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan :

A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran




kinerga organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1.

2.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi;

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada);

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan;

Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya;

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

perjanjian kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pembangunan yang tertuang pada
RPJMD 2011-2016, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Barat telah
menetapkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang

Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 4

Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 sbb :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan
infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan,
kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri
dan perikanan.

4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi
kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola

pemerintahan yang baik.

Bappeda selaku unsur perencana kabupaten mendukung Misi IV :
Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi
kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola
pemerintahan yang baik dengan tujuan (9.) Meningkatkan kualitas tata
kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan
transparan dengan sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan melalui
keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang di RPJMD,

Bappeda merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat daerah sebagai
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pedoman pelaksanaan pembangunan beserta indikator kinerja sebagai

tolak ukur pencapaian kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah melakukan upaya-upaya perbaikan pengelolaan
kinerja organisasi antara lain sebagai berikut:

1) Melakukan perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016 - 2021 dengan
memetakan peta strategi dan indikator kinerja yang di bagi menjadi dua
strategi dengan lima sasaran dan tiga Sasaran Strategis (SS) dengan
empat Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan perencanaan.

2) Penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017, sebagai perjanjian
kinerja antara Bupati dengan Kepala Dinas dan berjenjang antara
Eselon II dengan Eselon III.

3) Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi capaian kinerja badan,
termasuk didalamnya sistem pengumpulan data kinerja.

4) Cascading Sasaran Strategis dan indikator kinerja.

2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2011 - 2016

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa SKPD menyusun Rencana
Strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)
tahunan dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

mewujudkan visi misi kepala daerah di tuangkan dalam tabel berikut :
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Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi

VISI BUPATI  : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas

MISI IV : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya,
supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik

TUJUAN SASARAN STRATEGI

Menciptakan tertib administrasi, perencanaan |- Feningkatan Pelayanan dan koordinasi yang

Mg?gii?ii?ﬂiizg:; dan pelayanan perkantoran, kepegawaian, baik dengan berbagai pihak
perk};n toran ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan - Menyediakan sarana prasarana penunjang
p keuangan yang efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan
Menyediakan SDM Perencana . . - Menyediakan Sumber Daya Aparatur yang
pembangunan yang gﬂeigiiiia;kan Kualitas sumber daya aparatur memiliki sertifikat perencana dan pengelola
berkualitas keuangan
Meningkatknya kualitas perencanaan dan - Melengkapi Dokumen Perencanaan dan
eran serta masyarakat dalam elaporan sesuai dengan peraturan perundang-
p y pelap gan p b g
Pembangunan Daerah undangan.
Meningkatkan kualitas tata - Melakukan evaluasi atas target indikator yang
kelola pemerintahan yang baik sudah di tetapkan dalam bentuk dokumen.

- Meningkatkan keselarasan antar dokumen
perencanaan.
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TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

Menyediakan dokumen data
informasi sebagai basis
perencanaan pembangunan
daerah

Meningkatnya daya dukung data dan
informasi sebagai basis perencanaan

pembangunan daerah

Melakukan penyusunan dokumen data/informasi
untuk mendukung perencanaan pembangunan
daerah

Terlaksananya penelitian dan
pengembangan yang
implementatif bagi
perencanaan

Meningkatnya hasil penelitian yang dapat di

tindak lanjuti

Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan
kerjasama
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2.2. Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
Anggaran 2017

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang
menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang
memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini
menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang
dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran
strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses
pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode
pelaksanaan. Dengan demikian, Penetapan kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 pada
dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan
janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu
tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Akan tetapi pada akhir tahun 2017 dengan dilaksanakannya perubahan
RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 — 2021 maka
dilakukan perubahan Renstra Bappeda.

Sejalan dengan berubahnya Renstra, untuk tetap menjaga
kesinambungan program pembangunan yang dilaksanakan Bappeda maka
indikator kinerja tahun 2017 dilakukan penyesuaian. Adapun sasaran
strategis Bappeda terdiri dari lima sasaran strategis yang dibagi menjadi
dua, yaitu dua sasaran untuk menunjang peningkatan pelaksanaan
pelayanan di lingkup Bappeda dan tiga sasaran strategis dalam mendukung
kinerja daerah yang dirinci beserta targetnya pada tahun 2017,

sebagaimana pada Tabel 2.1. di bawah ini :
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Tabel 2.1.

Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya Intensitas dan
Kualitas pelayanan administrasi 100%
perkantoran lancar
Persentase pelay anan Meningkatnya Kelengkapan dan 95
perkantoran, tertib Kualitas Pelayanan Birokrasi ?
1 administrasi perencanaan,
kepegawaian, Meningkatnya disiplin dan 80 %
ketatausahaan, kearsipan | kinerja aparatur ?
dan pengelolaan keuangan
Meningkatnya pelayanan
perkantoran serta penyusunan 35 o
dokumen perencanaan dan ?
pelaporan bappeda
Meningkatnya Kualitas . .
2 | Sumber Daya Aparatur lglflenlngkatnya kapasitas sumber 85 %
aya aparatur
Perencana
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Persentase Keselarasan 90%

dokumen perencanaan

Persentase Penyusunan
Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan tepat waktu Serta
Evaluasi/Review , Revisi 50 %
Dokumen Perencanaan sesuai
dengan peraturan Perundang-
undangan

Meningkatnya kualitas
1 Perencanaan
Pembangunan Daerah

Meningkatnya daya
dukung data dan informasi | Persentase ketersediaan data

o
2 sebagai basis perencanaan | informasi yang valid dan terbaru 80 %
pembangunan daerah
Meningkatnya hasil . .
3 penelitian yang di tindak Peresentase hasil penelitian 55 o

lanjuti yang di tindaklanjuti
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2.3. Kebijakan dan Program

2.3.1. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang telah di

tetapkan, Bappeda mengambil

kebijakan dalam = Pelaksanaan

pembangunan di bidang perencanaan, yang di rinci sebagai berikut :

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

- Peningkatan Pelayanan dan
koordinasi yang baik dengan
berbagai pihak

- Menyediakan sarana
prasarana penunjang
pelaksanaan kegiatan

Peningkatan Pelayanan dan
koordinasi yang baik dengan
berbagai pihak

Inventarisasi kebutuhan sarana dan
prasarana penunjang pelaksanaan
kegiatan

- Menyediakan Sumber Daya
Aparatur yang memiliki
sertifikat perencana dan
pengelola keuangan

Mengikutsertakan aparatur
bimbingan teknis dan pelatihan-
pelatihan perencanaan
pembangunan daerah dan
pengelolaan keuangan

- Melengkapi Dokumen
Perencanaan dan pelaporan
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Menyusun Dokumen Perencanaan
pembangunan Daerah sebagai acuan
pelaksanaan Pembangunan.
Mengkoordinir Perangkat Daerah
dalam menyusun dokumen
perencanaan pembangunan daerah.
Menyusun Laporan pertanggung
jawaban atas hasil pembangunan
daerah.

Melakukan evaluasi atas
target indikator yang sudah
di tetapkan dalam bentuk
dokumen.

Mengevaluasi pelaksanaan dokumen
perencanaan.

Melakukan evaluasi terhadap hasil
dokumen perencanaan
pembangunan daerah

- Meningkatkan keselarasan
antar dokumen
perencanaan.

Melakukan pengendalian, evaluasi
dan verifikasi program kegiatan tiap
tahapan penyusunan dokumen
perencanaan oleh bidang-bidang
yang ber mitra dengan perangkat
daerah.
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STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Melakukan penyusunan - Menyusun buku-buku ststistik
dokumen data/informasi daerah
untuk mendukung - Menyusun dokumen data/informasi

erencanaan pembangunan
p p gl yang mendukung perencanaan

daerah
pembangunan daerah
- Meningkatkan koordinasi dengan
dinas terkait pemilik data dan
informasi daerah
Menyelenggarakan penelitian, Mempertajam prioritas penelitian,

pengembangan dan kerjasama | pengembangan dan kerjasama
pembangunan yang berorientasi pada
kebutuhan masyarakat

2.3.2. Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2017 Pembangunan bidang perencanaan dilakukan penyesuaian
kelompok kegiatan yang mendukung program dan sasaran. Pembangunan
bidang perencanaan tersebut diimplementasikan kedalam S5 program
penunjang dan 8 program utama dan telah dilakukan pengelompokan

kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi

NO

PROGRAM

KEGIATAN SEMULA

KEGIATAN PENYESUAIAN

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat menyurat
Penyediaan Jasa komunikasi Sumber
Daya air dan Listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

Penyediaan Jasa administrasi keuangan
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NO

PROGRAM

KEGIATAN SEMULA

KEGIATAN PENYESUAIAN

Peningkatan Sarana dan Prasarana

aparatur

Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan

Gedung Kantor

3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan laporan kinerja dan
Keuangan ikhtisar realisasi kinerja
5 Program Peningkatan Kapasitas

sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan
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NO

PROGRAM

KEGIATAN SEMULA

KEGIATAN PENYESUAIAN

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)

Penyusunan RENJA SKPD

Penyusunan KUA dan PPAS

Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Perubahan RPJMD
Penyusunan Perubahan RENSTRA
Perangkat Daerah

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan
Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)

Penyusunan RENJA SKPD

Penyusunan KUA dan PPAS
Penyusunan Aplikasi E-Musrenbang
Penyusunan Aplikasi E-Budgeting
Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Perubahan RPJMD
Penyusunan Perubahan RPJPD
Penyusunan Perubahan RENSTRA
Perangkat Daerah

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan
Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)
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NO

PROGRAM

KEGIATAN SEMULA

KEGIATAN PENYESUAIAN

Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Koordinasi Perencanaan Program dan
Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi
Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pengembangan Ekonomi

Pedesaan Kab. Tanjab Barat

Koordinasi Perencanaan Program dan

Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan

Sosial Pemerintahan

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial Budaya

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
daerah (TKPKD) Kab. Tanjab Barat
Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi
Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan Pariwisata Kabupaten
(RIPPARKAB) Tanjung Jabung Barat
Tahun 2017 - 2026

Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Bidang

Sosial Pemerintahan
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NO

PROGRAM

KEGIATAN SEMULA

KEGIATAN PENYESUAIAN

Penyusunan Dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(SPKD)

Koordinasi pelaksanaan RAD Pangan
dan Gizi Kab. Tanjab Barat dan
Pelaksanaan Sustainable Development
Goals (SDG’S) Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.

Grand Design Kependudukan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

Kegiatan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Fisik dan Prasarana
Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan
Jembatan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

Koordinasi Percepatan Pembangunan

Sanitasi Pemukiman (PPSP)

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Sarana dan Prasarana
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NO

PROGRAM

KEGIATAN SEMULA

KEGIATAN PENYESUAIAN

10

Program Pengembangan Data dan

Informasi

Penyusunan Buku-buku Statistik
Daerah

Penyusunan indeks Gini Rasio
Penyusunan Profil Daerah

Kegiatan Penyusunan Ketimpangan
Indeks Williamson

Pengumpulan, Updating, dan Analisa
Data Informasi Capaian Target Kinerja
Program dan Kegiatan

Penyusunan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

Pengumpulan, Updating, dan Analisa
Data Informasi Capaian Target Kinerja
Program dan Kegiatan

Penyusunan Profil Daerah

Penyusunan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)

Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pengembangan Ekonomi
Pedesaan Kab. Tanjab Barat

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
daerah (TKPKD) Kab. Tanjab Barat
Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi
Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan Pariwisata Kabupaten
(RIPPARKAB) Tanjung Jabung Barat
Tahun 2017 - 2026
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NO

PROGRAM

KEGIATAN SEMULA

KEGIATAN PENYESUAIAN

Penyusunan Dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(SPKD)

Koordinasi pelaksanaan RAD Pangan
dan Gizi Kab. Tanjab Barat dan
Pelaksanaan Sustainable Development
Goals (SDG’S) Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.

Grand Design Kependudukan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Koordinasi Percepatan Pembangunan
Sanitasi Pemukiman (PPSP)
Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan
Jembatan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

Penyusunan Buku-buku Statistik
Daerah

Penyusunan indeks Gini Rasio
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NO

PROGRAM

KEGIATAN SEMULA

KEGIATAN PENYESUAIAN

11 Program Tanggung Jawab Sosial dan - Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi
Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Penyelenggaraan TJSLP Penyelenggaraan TJSLP
- Forum Tanggung Jawab Sosial dan Forum Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab.
Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Barat
12 | Progam Penelitian dan Pengembangan
daerah - Study Optimalisasi Produktivitas Padi
13 | Program Kerjasama Pembangunan -

Sosialisasi Urgensi Pedoman

Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Gambaran Umum

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau
tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara
transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran organisasi kepada
pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan
bidang penelitian dan pengembangan Dalam memberikan laporan
pertangungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan,
diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut, diharapkan
dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja,
Sasaran, Program dan kegiatan baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang

telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.
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3.2. Pengukuran Kinerja

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan
Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja
Sasaran, Program dan Kegiatan dirumuskan diskripsi operasional masing-
masing indikator kinerja dan dituangkan dalam bentuk formulasi logika.

Diskripsi operasional indikator kinerja 3.1 Persentase Penyusunan
dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta evaluasi/review
dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

dihitung dengan formulasi logika :

IK3.1.1+1K3.1.2 + 1K 3.1.3

IK3.1 =
3

Dimana :

IK 3.1 adalah indikator kinerja 3.1 Persentase Penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta evaluasi/review
dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

IK 3.1.1 adalah indikator 3.1.1 Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Pelaporan tepat waktu

IK 3.1.2 adalah indikator 3.1.2 Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan
sesuai Peraturan perundang — undangan

IK 3.1.3 adalah indikator 3.1.3 Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen
Perencanaan
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Indikator 3.1.1 Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Pelaporan tepat waktu, di hitung menggunakan formulasi logika :

realisasi dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu

IK3.1.1 =

jumlah dokumen yang di rencanakan

Adapun jumlah dokumen pada tahun 2017 yang harus di selesaikan

tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebanyak 112

dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA DOKUMEN JUMLAH KETERANGAN
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 disusun bulan 1 Permendagri 86/2017
Desember tahun 2017 pasal 74
Musrenbang RKPD tahun 2018 di kecamatan
dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua 13 Permendagri 86/2017
bulan Februari tahun 2017 (dokumen musrenbang pasal 98 ayat (3)
kecamatan)
Musrenbang RKPD tahun 2018 ‘ kabupaten Permendagri 86,2017
dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat 1 194 t (4
bulan Maret tahun 2017 (dokumen musrenbang kab) pasa ayat (4)
Rancangan RKPD Tahun 2018 minggu pertama 1 Permendagri 86/2017
bulan April tahun 2017 pasal 88 ayat (2)
Rancangan Akhir RKPD Tahun 2018 selesai akhir 1 Permendagri 86/2017
Bulan Mei Tahun 2017 Pasal 101 ayat (4)
Rancapgan Perkada RKPD Tahup 2018 d1k1r1m ke Permendagri 86/2017
bupati untuk di undangkan Akhir Bulan Juni Tahun 1
2017 Pasal 103 ayat (2)
Penetapan Perkada RKPD Tahun 2018 satu minggu Permendagri 86/2017
setelah RKPD Provinsi di tetapkan 1 Pasal 104 ayat (2)
RENSTRA Perangkat Daerah yang di tetapkan 44 Permendagri 86/2017
pasal 123 ayat (2)
Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2018, p . 17
satu Bulan setelah RKPD ditetapkan 44 ermendagri 86/20

pasal 142 ayat (2)

Rancangan KUA tahun 2018 yang dikirim ke DPRD
pertengahan Juni tahun 2017

Rancangan PPAS tahun 2018 yang dikirim ke DPRD
pertengahan Juni tahun 2017

KUA tahun 2017 yang disepakati paling lambat Akhir
Juli tahun 2018

PPAS tahun 2017 yang disepakati paling lambat
Akhir Juli tahun 2018

PERMENDAGRI 13

Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya di
bulan maret tahun berjalan

PP No 3 tahun 2007
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Indikator 3.1.2 Tingkat Kelengkapan Dokumen

Perencanaan sesuai

Peraturan perundang — undangan, di hitung menggunakan formulasi logika :

realisasi dokumen
IK3.1.2 =

jumlah dokumen yang di rencanakan

Adapun jumlah dokumen pada tahun 2017 yang harus di selesaikan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

sebanyak 494 dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA DOKUMEN JUMLAH KETERANGAN
Rancangan Awal RPJMD Perubahan 1
Rancangan RPJMD Perubahan 1
Rancangan AKHIR RPJMD Perubahan 1
RPJMD Perubahan 1
Rancangan Awal RKPD tahun 2019 1 pasal 74 ayat
Rancangan RKPD tahun 2018 1 Pasal 85
Rancangan AKHIR RKPD tahun 2018 1 pasal 100
RKPD tahun 2018 1 pasal 14 ayat (1)
Perubahan RKPD tahun 2017 1 pasal 355
surat edaran tentang pedoman penyusunan RENSTRA 1
Perangkat Daerah
Rancangan Awal Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah 44 Pasal 109
Rancangan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah 44 pasal 112
Rancangan Akhir Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah 44 pasal 119
Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah 44 pasal 15 ayat (1)
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah tahun 2019 44 PASAL 126
Rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun 2018 44 PASAL 131
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah tahun 2018 44 pasal 138
RENJA Perangkat Daerah tahun 2018 44
Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2017 44 pasal 360
Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 44
2017 pasal 363
Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2017 44 pasal 368
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Indikator 3.1.3 Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan,

di hitung menggunakan formulasi logika :

realisasi evaluasi
IK3.1.3 =

jumlah evaluasi yang harus dikerjakan

Adapun jumlah evaluasi pada tahun 2017 yang harus dilakukan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017

sebanyak 272 evaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

JENIS EVALUASI JUMLAH KETERANGAN
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan FORM E.33 dan E.34 ganti
RPJMD (Proses Penyusunan) 1 nama E.64 dan E.65
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan FORM E.35 dan E.36 ganti
RKPD (Proses Penyusunan) 1 nama E.66 dan E.67

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan
RENSTRA (Proses Penyusunan) 44 FORM E.68 dan E.69

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan

RENJA (Proses Penyusunan) 44 FORME.70dan E.71

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

RPJPD 1 FORM E.31 Ganti nama E.72

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan FORM E.33 diganti nama

RPJMD 1 E74

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

RENSTRA Perangkat Daerah 44 FORME.73

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan FORM E.35 diganti nama

RKPD 1
E.76

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

RENJA Perangkat Daerah 44 FORM E.75

Evaluasi terhadap hasil RPJPD 1 FORM E.56 diganti nama
E.77

Evaluasi terhadap hasil RPJMD 1 FORM E.58 d|gant| nama
E.78

Evaluasi terhadap hasil RKPD 1 FORM E.60 d|gant| nama
E.79

Evaluasi terhadap hasil RENSTRA Perangkat

Daerah 44 FORM E.80

Evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah
44 FORM E.81
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Diskripsi operasional indikator kinerja 3.2 Persentase keselarasan dokumen

perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

IK3.2.1+1K3.2.2 +1K3.3.3

IK3.2 =
3
Dimana :
IK 3.2 adalah indikator kinerja 3.2 Persentase keselarasan dokumen
perencanaan

IK 3.2.1 adalah indikator 3.2.1 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan
pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam

IK 3.2.2 adalah indikator 3.2.2 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan
pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan

IK 3.2.3 adalah indikator 3.2.3 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan
pembangunan lingkup sarana dan prasarana

Adapun dokumen perencanaan yang diukur keselarasannya adalah
program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD
terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap
program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra
perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD,
kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat

daerah.

Indikator 3.2.1 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan

lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dihitung menggunakan formulasi

logika :

K321 = keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi, sda

jumlah perangkat daerah lingkup ekonomi, sda
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Keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan sumber daya
alam, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah
terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD,
program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja
perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan
Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat
daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang ekonomi
dan sumber daya alam, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi
mitra sebanyak 10 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara
lain lingkup subbid ekonomi 3 perangkat daerah, lingkup subbid sumber daya
alam 4 perangkat daerah, lingkup subbid pengawasan dan keuangan 3

perangkat daerah.

Indikator 3.2.2 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan

lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung menggunakan formulasi logika :

K322 = keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sospem

jumlah perangkat daerah lingkup Sospem

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sosial dan Pemerintahan,
dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah
terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD,
program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja
perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan
Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat

daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sosial




dan Pemerintahan, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra
sebanyak 26 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain
lingkup subbid Kesra, lingkup subbid ketentraman dan ketertiban umum 5
perangkat daerah, lingkup subbid Sosial 5 perangkat daerah, lingkup subbid

Pemerintahan dan sumber daya manusia 17 perangkat daerah.

Indikator 3.2.3 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan

lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung menggunakan formulasi :

keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarpras

IK3.2.3 =
jumlah perangkat daerah lingkup Sarpras

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarana dan Prasarana,
dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah
terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD,
program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja
perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan
Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat
daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sarana
dan Prasarana, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra
sebanyak 8 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain
lingkup subbid Infrastruktur 2 perangkat daerah, lingkup subbid Bencana
dan lingkungan hidup 3 perangkat daerah, lingkup subbid Perhubungan,

komunikasi dan informatika 3 perangkat daerah.
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Diskripsi operasional indikator kinerja 4.1 Persentase ketersediaan dan

informasi yang valid dan terbaru, dihitung dengan formulasi :

jumlah output dokumen data informasi

IK4.1 =
jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan

Dimana :

Jumlah output dokumen data informasi adalah jumlah dokumen dari keluaran
kegiatan tahun 2017 dengan produk berupa data dan informasi yang
mendukung perencanaan pembangunan.

Jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan adalah jumlah dokumen
dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung
perencanaan pembangunan yang direncanakan pada tahun 2017.

Jumlah dokumen data dan informasi yang direncanakan tahun 2017
sebanyak 19 dokumen, diperoleh dari program pengembangan data dan
informasi 18 dokumen dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan

perusahaan 1 dokumen.

Diskripsi operasional indikator kinerja 5.1 Persentase pemanfaatan hasil
penelitian baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum, dihitung

dengan formulasi :

jumlah penelitian yang dimanfaatkan

IK51 =
jumlah penelitian yang direncanakan

Dimana :
Jumlah penelitian yang dimanfaatkan adalah jumlah penelitian dan kerjasama
yang di tindaklanjuti.
Jumlah penelitian yang dilaksanakan adalah jumlah penelitian dan kerjasama
yang di direncanakan pada tahun 2017.

Jumlah penelitian yang direncanakan tahun 2017 sebanyak 4
penelitian, terdiri dari program penelitian dan pengembangan daerah 1

penelitian dan program kerjasama pembangunan 3 MoU.
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3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan
pembangunan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat di sajikan dalam

tabel berikut :

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA
TAHUN 2016 - 2017

TAHUN 2016 TAHUN 2017
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ; '
TARGET | Reausast | €2P31@N | rapcer | ReaLisasi | CaPaian
Kinerja Kinerja
Persentase Penyusunan
Dokumen Perencanaan
dan Pelaporan tepat waktu
Meningkatknya | 3, | Serta Evaluasi/Review, 30.0% | 353% | 117.5% | 50.0% | 70.3% | 140.7%
kualitas "7 | Revisi Dokumen ’ ’ ) ’ ) )
perencanaan Perencanaan sesuai
Pembangunan dengan peraturan
Daerah Perundang-undangan

3.5, | Persentase Keselarasan 80.0 % - - 90.0% | 84.4% | 93.8%

dokumen perencanaan

Meningkatkan
daya dukung data

dan informasi Persentase ketersediaan
sebagai basis 4.1. | data informasi yang valid 75.0% 81.8% | 109.1% | 80.0% | 100.0% | 125.0%
perencanaan dan terbaru
pembangunan
daerah
Meningkatnya
Pemanfaatan Persentase pemanfaatan
hasil penelitian 51 hasil }:')Pjnelitian baik . ) ) 55.0 9% 875% | 159.1%
untuk penelitian khusus Tanjab
mendukung Barat maupun umum

kemajuan Daerah

3.3.1. Sasaran Strategis 3 : Meningkatknya kualitas perencanaan
Pembangunan Daerah

Terdapat dua Indikator Kinerja yang menghimpun masing-masing tiga

item pengukuran kinerja outcome dengan prestasi kinerjanya sebagaimana

uraian berikut :
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I. Indikator kinerja Utama 3.1 Persentase Penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta evaluasi/review

dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Realisasi Indikator kinerja 3.1 Persentase Penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta evaluasi/review dokumen
perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar
70,3% dari target 50% atau capaian kinerja sebesar 140,7% yang dicapai

melalui program :

A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Progam perencanaan pembangunan daerah di lakukan dalam rangka
memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan daerah baik skala kabupaten
maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan di
evaluasi sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang
didukung dengan menjalankan 8 kegiatan antara lain :
- Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksana
Rencana Pembangunan Daerah.
- Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan.
- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS.
- Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD.
- Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD Perubahan.

- Kegiatan Penyusunan RENSTRA Perubahan.

Output dari 8 kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan
pelaksanaan program Perencanaan Pembangunan Daerah dan diukur dengan

variabel yang terdiri dari 3 outcome, antara lain :
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a. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu
(indikator 3.1.1), dari target 112 dokumen terealisasi 100 dokumen atau
Prosentase realisasi sebesar 89,3 % dari target 70,0% yang di tetapkan atau

capaian kinerja sebesar 127,6%.

Tabel realisasi indikator 3.1.1

NAMA DOKUMEN TARGET | REALISASI

Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 disusun bulan 1 1
Desember tahun 2017
Musrenbang  RKPD tahun 2018 di kecamatan
dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan 13 13
Februari tahun 2017 (dokumen musrenbang kecamatan)
Musrenbang RKPD tahun 2018 kabupaten
dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan 1 1
Maret tahun 2017 (dokumen musrenbang kab)
Rancangan RKPD Tahun 2018 minggu pertama bulan 1 1
April tahun 2017
Rancangan Akhir RKPD Tahun 2018 selesai akhir Bulan 1 1
Mei Tahun 2017
Rancangan Perkada RKPD Tahun 2018 dikirim ke bupati 1 1
untuk di undangkan Akhir Bulan Juni Tahun 2017
Penetapan Perkada RKPD Tahun 2018 satu minggu 1 1
setelah RKPD Provinsi di tetapkan
RENSTRA Perangkat Daerah yang di tetapkan 44 44
Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2018, satu 44 392
Bulan setelah RKPD ditetapkan
Rancangan KUA tahun 2018 yang dikirim ke DPRD 1 1
pertengahan Juni tahun 2017
Rancangan PPAS tahun 2018 yang dikirim ke DPRD 1 1
pertengahan Juni tahun 2017
KUA tahun 2017 yang disepakati paling lambat Akhir Juli

1 1
tahun 2018
PPAS tahun 2017 yang disepakati paling lambat Akhir Juli

1 1
tahun 2018
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 1 1
(LKPJ) tahun sebelumnya di bulan maret tahun berjalan
Jumlah 112 100
Prosentase realisasi 89,3%
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b. Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan
perundang - undangan (indikator 3.1.2), dari target 495 dokumen
terealisasi 355 dokumen atau Prosentase realisasi sebesar 71,7 % dari

target 40,0% atau capaian kinerja sebesar 179,3%.

Tabel realisasi indikator 3.1.2

NAMA DOKUMEN TARGET | REALISASI
Rancangan Awal RPJMD Perubahan 1 1
Rancangan RPJMD Perubahan 1 1
Rancangan AKHIR RPJMD Perubahan 1 1

RPJMD Perubahan

Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Rancangan RKPD tahun 2018
Rancangan AKHIR RKPD tahun 2018
RKPD tahun 2018

Perubahan RKPD tahun 2017

— === ==
[UNrR BV NI (U R

surat edaran tentang pedoman penyusunan RENSTRA
Perangkat Daerah

Rancangan Awal Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah 44 44
Rancangan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah 44 44
Rancangan Akhir Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah 44 44
Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah 44 44
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah tahun 2019 44 40
Rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun 2018 44 44
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah tahun 2018 44 40
RENJA Perangkat Daerah tahun 2018 44 44
Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2017 44
Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah
tahun 2017 44
Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2017 44
Jumlah 494 355
Prosentase realisasi 71,7%

c. Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan (indikator
3.1.3), dari target 272 dokumen terealisasi 136 dokumen atau Prosentase
realisasi sebesar 50,0% dari target 30,0% yang ditetapkan atau capaian

kinerja sebesar 166,7%.
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Tabel realisasi indikator 3.1.3

NAMA DOKUMEN TARGET | REALISASI
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD
(Proses Penyusunan) 1 1
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD
(Proses Penyusunan) 1 1
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENSTRA
(Proses Penyusunan) 44 44
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENJA
(Proses Penyusunan) 44 44
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD 1
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 1 1
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RENSTRA Perangkat Daerah 44
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD 1
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA
Perangkat Daerah 44 44
Evaluasi terhadap hasil RPJPD 1
Evaluasi terhadap hasil RPJMD 1
Evaluasi terhadap hasil RKPD 1 1
Evaluasi terhadap hasil RENSTRA Perangkat Daerah 44
Evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah 44
Jumlah 272 136
Prosentase realisasi 50,0%

Dari sisi capaian kinerja indikator kinerja utama 3.1 Persentase
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta
Evaluasi/Review, Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 35,08%
dibanding tahun 2016, begitu juga capaian kinerja mengalami kenaikan dari
117,5% menjadi 140,73%, namun dari sisi realisasi keluaran kegiatan masih
ada dokumen yang belum terpenuhi yaitu pelaksanaan perubahan renja
perangkat daerah dan pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan perangkat
daerah maupun dokumen perencanaan tingkat kabupaten. Hal tersebut
disebabkan karena berlakunya peraturan permendagri 86 tahun 2017 yang
baru diundangkan sehingga perlu penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Upaya yang sudah dilakukan adalah memaksimalkan waktu dan tenaga




dalam mengimplementasikan peraturan baru tersebut. Solusi kedepannya
untuk mengejar target kinerja yang sudah di tetapkan perlu pemahaman yang
lebih mendalam dalam menjalankan setiap tahapan perencanaan dan di
administrasikan secara tertib setiap dokumen tiap tahapan serta pelaksanaan
evaluasi sesuai dengan form dan waktu yang sudah ditetapkan. Untuk
memudahkan pelaksanaan tahapan tersebut, Bappeda selaku koordinator
penyusunan dokumen perencanaan kabupaten akan menyusun jadwal

perencanaan terinci sampai perencanaan perangkat daerah.

II. Indikator Kinerja Utama 3.2 Persentase keselarasan dokumen

perencanaan.

Realisasi Indikator kinerja 3.2 Persentase keselarasan dokumen
perencanaan, yaitu sebesar 84,4% dari target 90,0% atau capaian kinerja
93,8%, yang di capai melalui 3 program, yaitu :

A. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program perencanaan Pembangunan Ekonomi dilaksanakan untuk
memacu pembangunan daerah di bidang ekonomi yang difokuskan pada
konsistensi program dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran
melalui keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan baik
untuk skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah
kemitraan lingkup bidang ekonomi dan SDA yang dicapai dengan
melaksanakan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program
dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan
pelaksanaan program Program perencanaan Pembangunan Ekonomi dan
diukur dengan variabel Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan
pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam (indikator 3.2.1)

dengan realiasi sebesar 89,0% dari target 90,0% atau capaian kinerja 98,9%.




Tabel realisasi indikator 3.2.1

Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat
Peranckat Dacrah lineku keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan
Ekon ogmi dan S mbergDap a program program program program Kegiatan Kegiatan
P v y RENSTRA | RKPD RENJA RENJA RENJA RENJA
terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap
RPIMD RPJMD RKPD RENSTRA RKPD RENSTRA
E;&?Saﬁzﬁiigfﬁgﬂa;gﬁ 100 % 100 % 100 % 100 % 57% 100 %
Dinas koperasi, usaha kecil,
menengah, perindustrian dan 91 % 91 % 100 % 100 % 67 % 95 %
perdagangan
Dinas tenaga kerja 100 % 100 % 100 % 100 % 56 % 45 %
Dinas ketahanan pangan 100 % 50 % - 100 % 63 % 50 %
Dinas perikanan 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 100 %
E;ﬁ?i:ﬁﬁ?;nan pangan dan 100 % 100 % 100 % 100 % 31% 80 %
E;?;i :lf;l;ebu“an dan 77 % 77 % 100 % 100 % 32% 100 %
dB;fz‘;eliEii‘ﬁa keuangan 100 % 100 % 100 % 100 % 76 % 90 %
iﬁab‘;sl’ie;age‘f:ﬁa pajak dan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Inspektorat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup sub bidang dan Bidang
Lingkup Subbid Ekonomi 97.0 % 97.0 % 100.0 % 100.0 % 59.8 % 80.1 %
Ilgllr;i‘“p Subbid Sumber Daya | g, 5 o, 69.2 % 75.0 % 87.5 % 563 % 82.6 %
ﬁéigllé‘elﬁai‘;zld Pengawasan |41 0 100.0 % 100.0 % 100.0 % 92.2 % 96.7 %
Persentase Keselarasan Antar
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Tahun 2018 97.1 % 88.7 % 91.7 % 95.8% 69.4 % 86.4 %
Lingkup Ekonomi dan
Sumber Daya Alam
Persentase Keselarasan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Tahun 89.0 %
2018 Lingkup Ekonomi dan
Sumber Daya Alam
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B. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan, pada tahun
2017 diukur dengan program perencanaan sosial budaya yang dilaksanakan
untuk memacu pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan yang
difokuskan pada konsistensi program dan kegiatan dalam mendukung tujuan
dan sasaran melalui keselarasan program dan kegiatan antar dokumen
perencanaan baik untuk skala kabupaten maupun dokumen perencanaan
Perangkat Daerah kemitraan lingkup bidang sosial dan pemerintahan yang
dicapai dengan melaksanakan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi
Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang sosial dan
pemerintahan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan
pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan
dan diukur dengan variabel Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan

pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan (indikator 3.2.2) dengan

realiasi sebesar 84,2% dari target 90,0% atau capaian kinerja 93,5%.

Tabel realisasi indikator 3.2.2

Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat
keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan
Perangkat Daerah lingkup program program program program Kegiatan Kegiatan
sosial dan pemerintahan RENSTRA RKPD RENJA RENJA RENJA RENJA
terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap
RPIMD RPJMD RKPD RENSTRA RKPD RENSTRA
Dinas pendidikan dan 100 % 86 % 88 % 100 % 39% 51%
kebudayaan
Dinas kesehatan 100 % 100 % 77 % 62 % 86 % 74 %
Satuan polisi pamong praja 25% 75 % 100 % 100 % 90 % 90 %
daerah
Dinas pariwisata, kepemudaan 80 % 100 % 100 % 75 % 83 % 61 %
dan olahraga
Badan kesatuan bangsa dan 50 % 50 % 25 % 75 % 69 % 62 %
politik
Dinas sosial - 100 % 100 % - 58 % 56 %
Dinas pemberdayaan
perempuan, perlindungan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 77%
anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana
Dinas kependudukan dan 100 % 100 % 100 % 100 % 56 % 64 %
pencatatan sipil
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Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat
keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan
Perangkat Daerah lingkup program program program program Kegiatan Kegiatan
sosial dan pemerintahan RENSTRA RKPD RENJA RENJA RENJA RENJA
terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap
RPJMD RPJMD RKPD RENSTRA RKPD RENSTRA
Dinas pemberdayaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
masyarakat dan desa
Sekretariat daerah 78 % 78 % 100 % 100 % 67 % 91 %
Sekretariat dprd - 33% - 100 % 83 % 86 %
Badan perencanaan 100 % 100 % 100 % 100 % 93 % 87 %
pembangunan daerah
Badan kepegawaian dan
pengembangan sumber daya 100 % 25% 33% 75 % 61 % 46 %
daerah
Kecamatan tungkal ilir 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kecamatan tungkal ulu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kecamatan pengabuan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kecamatan seberang kota 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kecamatan merlung 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kecamatan muara papalik 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kecamatan bram itam 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 100 %
Kecamatan kuala betara 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kecamatan renah mendaluh 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kecamatan batang asam 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kecamatan betara 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kecamatan senyerang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kecamatan tebing tinggi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup sub bidang dan Bidang
Lingkup Subbid Kesra,
ketentraman dan ketertiban 71.0 % 82.1% 77.9 % 82.3 % 73.4 % 67.5 %
umum
Lingkup Subbid Sosial 75.0 % 100.0 % 100.0 % 75.0 % 78.5% 74.4 %
Lingkup Subbid Pemerintahan | o, ¢ o, 90.4 % 90.2 % 98.5 % 91.4 % 94.7 %
dan Sumber Daya Manusia
Persentase Keselarasan Antar
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Tahun 2018 | 79.6 % 90.8 % 89.4 % 85.3 % 81.1 % 78.8 %
Lingkup sosial dan
pemerintahan
Persentase Keselarasan
Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Tahun 2018 84.2%
Lingkup Sosial dan
Pemerintahan
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C. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk memacu pembangunan daerah di
bidang sarana dan prasarana yang difokuskan pada konsistensi program dan
kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran melalui keselarasan program
dan kegiatan antar dokumen perencanaan baik untuk skala kabupaten
maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah kemitraan lingkup sarana
dan prasarana yang dicapai dengan melaksanakan 1 kegiatan yaitu Kegiatan
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang sarana
dan prasarana.
Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan
pelaksanaan program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup dan diukur dengan variabel Tingkat Keselarasan
Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana

(indikator 3.2.3) dengan realisasi sebesar 80,1% dari target 90,0% atau

capaian kinerja 89,0%.

Tabel realisasi indikator 3.2.3

Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat
keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan
Perangkat Daerah lingkup program program program program Kegiatan Kegiatan
sarana dan prasarana RENSTRA RKPD RENJA RENJA RENJA RENJA
terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap
RPJMD RPJMD RKPD RENSTRA RKPD RENSTRA
Dinas pekerjaan umum dan 93 % 67 % 83 % 71 % 82 % 67 %
penataan ruang
Dinas perumahan dan kawasan
. 100 % 83 % 40 % 33% 79 % 88 %
permukiman
Dinas pemadam kebakaran dan 100 % 100 % ) ) i i
penyelamatan
Dinas lingkungan hidup 100 % 100 % 100 % 100 % 74 % 58 %
Badan penanggulangan 100 % 100 % 100 % 100 % 67 % 67 %
bencana
Dinas perhubungan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat
keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan | keselarasan
Perangkat Daerah lingkup program program program program Kegiatan Kegiatan
sarana dan prasarana RENSTRA RKPD RENJA RENJA RENJA RENJA
terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap terhadap
RPJMD RPJMD RKPD RENSTRA RKPD RENSTRA
Dinas komunikasi dan 100 % 100 % 100 % 100 % 94 % 81 %
informatika
Dinas perpustakaan dan
. 100 % 100 % 100 % 100 % 79 % 76 %
kearsipan
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup sub bidang dan Bidang
Lingkup Subbid Infrastruktur 96.7 % 75.0 % 61.7 % 524 % 80.5 % 77.5%
Lingkup Subbid Bencanadan | 156 500 | 100.0% |  66.7% 66.7 % 46.9 % 415 %
Lingkungan Hidup
Lingkup Subbid Perhubungan, | 4 60, | 100.0 % 100.0 % 100.0 % 90.8 % 85.9 %
Komunikasi dan Informatika
Persentase Keselarasan Antar
Dokumen Perencanaan N N o o o o
Perangkat Daerah Tahun 2018 98.9 % 91.7% 76.1 % 73.0 % 72.7 % 68.3 %
Lingkup Sarana dan Prasaran
Persentase Keselarasan
Dokumen Perencanaan 80.1%

Perangkat Daerah Tahun 2018
Lingkup Sarana dan Prasarana

3.3.2. Sasaran Strategis 4

: Meningkatkan daya dukung data dan

informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah

Sasaran Strategis 4 diukur dengan satu Indikator Kinerja Utama yang

menghimpun dua item pengukuran kinerja outcome dengan prestasi

kinerjanya sebagaimana uraian berikut :

I. Indikator Kinerja Utama 4.1 Persentase ketersediaan data informasi

yang valid dan terbaru.

Realisasi capaian indikator kinerja 4.1 Persentase ketersediaan data

informasi yang valid dan terbaru yaitu sebesar 100 % dari target 80% atau

capaian kinerja 125% yang dicapai melalui program :

Hal
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A. Program Pengembangan Data dan Informasi

Program pengembangan data dan informasi dilaksanakan untuk
melengkapi kebutuhan data dalam bentuk dokumen yang digunakan sebagai
acuan dalam perencanaan pembangunan daerah yang dicapai dengan
melaksakan 18 kegiatan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan
pelaksanaan Program Pengembangan Data dan Informasi dan diukur dengan
variabel Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis
perencanaan pembangunan daerah (indikator 4.1.1) dengan realisasi sebesar

100% dari target 90,0% atau capaian kinerja 111,1%.

B. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)
dilaksanakan untuk melengkapi kebutuhan data dalam bentuk dokumen
yang digunakan sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan daerah
yang dicapai dengan melaksakan 2 kegiatan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan
pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
(TUSLP) dan diukur dengan variabel Jumlah Dokumen Peran Dunia Usaha
dalam Kegiatan TJSLP Kab. Tanjab Barat (indikator 4.1.3) dengan realiasi

sebesar 1 dokumen dari target 1 dokumen atau capaian kinerja 100%.

3.3.3. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian

untuk mendukung kemajuan Daerah

Sasaran Strategis 5 diukur dengan satu Indikator Kinerja Utama yang
menghimpun dua item pengukuran kinerja outcome dengan prestasi

kinerjanya sebagaimana uraian berikut :
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I. Indikator Kinerja Utama 5.1 Persentase pemanfaatan hasil penelitian

baik penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum

Realisasi indikator 5.1. Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik
penelitian khusus Tanjab Barat maupun umum sebesar 87,5% dari target
55,0% yang ditetapkan atau capaian kinerja 159,1% yang dicapai melalui
program :

A. Program Penelitian dan Pengembangan daerah

Program Penelitian dan Pengembangan daerah dilaksanakan dalam
rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan di
perangkat daerah yang membutuhkan dan dicapai dengan melaksanakan 1

kegiatan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan
pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan daerah dan diukur
dengan variabel Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
(indikator 5.1.1) dengan realiasi sebesar 50,0% dari target 55,0% atau capaian

kinerja 90,9%.
B. Program Kerjasama Pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan dilaksanakan dalam rangka
mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui kerjasama yang telah
disepakati, baik dengan perguruan tinggi maupun pemerintah daerah lain
yang ditindaklanjuti dengan kegiatan di perangkat daerah yang membidangi

dan dicapai dengan melaksanakan 1 kegiatan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan
pelaksanaan Program Kerjasama Pembangunan dan diukur dengan variabel
Terlaksananya Kerjasama Pembangunan (indikator 5.1.3) dengan realiasi

sebesar 3 MoU dari target 3 MoU atau capaian kinerja 100,0%.
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3.4. Realisasi Anggaran

Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar
Rp.12.165.811.599,00 realisasi per 30 Desember 2017 sebesar
Rp.10.909.926.968,00 atau 89.68% sehingga sisa dari anggaran sebesar

Rp.1.255.884.631,00 yang meliputi :

a. Belanja Tidak Langsung
Anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai, ditetapkan
sebesar Rp.4.014.694,900 realisasi per 30 Desmber 2017 sebesar
Rp.3.140.082.907,00 atau 78.21%  sehingga kurang dari anggaran

sebesar Rp.2.505.292.583,00.

b. Belanja Langsung
Anggaran Belanja Langsung yang terbagi kedalam 14 Program dan 47
kegiatan, ditetapkan sebesar Rp.8.151.116.699,00 realisasi per 30
Desember 2017 Rp.7.769.844.061,00 atau 95.32% sehingga sisa dari
anggaran sebesar Rp.381.272.638,00 Belanja Langsung tersebut
masing-masing terbagi lagi dalam Belanja Pegawai anggaran ditetapkan
sebesar Rp1.927.700.000,00 dengan realisasi per 30 Desember 2017
sebesar Rp.1890.650.000,00 atau 98.08% sehingga sisa dari anggaran
sebesar Rp.37.050.000,00. Belanja Barang dan Jasa anggaran ditetapkan
sebesar Rp.6..012.916.699,00 dengan realisasi per 30 Desember 2017
sebesar Rp.5.671.288.061,00 atau 94.32% sehingga sisa dari anggaran
sebesar Rp.341.628.638,00. Belanja Modal anggaran ditetapkan sebesar
Rp.210.500.000,00 dengan realisasi sampai dengan 30 Desemer 2017

Rp.207.906.00
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Sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan,

pada Tahun Anggaran 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tanjung Jabung Barat mempunyai 14 program dan 47 kegiatan yang tersebar

pada Sekretariat dan Bidang-bidang, dengan capaian kinerja keuangan

sebagai berikut :

Jumlah REALISASI
umla
No PROGRAM KEGIATAN A
nggaran
Rp. %
TOTAL BELANJA (BTL + BL) 12,165,811,599 | 10,909,926,968 89.68
| Belanja Tidak Langsung (BTL) 4,014,694,900 3,140,082,907 78.21
Belanja Pegawai 4,014,694,900 3,140,082,907 78.21
Gaji dan Tunjangan 3,210,694,900 2,414,286,532 75.20
Tambahan Penghasilan PNS 804,000,000 725,796,375 | 90.27
Il Belanja Langsung (BL) 8,151,116,699 7,769,844,061 95.32
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,358,637,199 1,257,876,716 | 92.58
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,720,000 2,767,060 | 74.38
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, 477,500,000 408,662,597 85.58
SDA dan listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi 115,300,000 115,300,000 100
Keuangan
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan 37,544,299 37,544,299 100
Kantor
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 163,253,900 160,066,050 | 98.05
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan 65,663,600 56,435,000 85.95
dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 28,455,400 17,899,400 62.90
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan 51,000,000 45,650,000 89.51
dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Penyediaan Makanan dan 4,200,000 4,200,000 100
Minuman
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi 412,000,000 409,352,310 | 99.36
dan Konsultasi ke luar daerah
: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 620,600,000 540,233,836 87.05
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 20,000,000 19,700,000 98.50
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 190,500,000 188,206,000 98.80
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung
Kantor 127,000,000 126,300,000 | 99.45




REALISASI

mlah
No PROGRAM KEGIATAN AJ“ a
nggaran
Rp. %
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala 204,800,000 170,222,836 83.12
kendaraan dinas/ operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala 78,300,000 35,805,000 | 45.73
Peralatan Gedung Kantor
3 | Program Peningkatan Dsiplin Aparatur 50,550,000 50,550,000 100
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 50 550.000 50 550.000 100
beserta perlengkapannya m m
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
70,000,000 70,000,000 100
Kegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasi
peraturan perundang-undangan 70.000.000 70,000.000 100
5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 55,400,000 54,965,000 | 99.21
Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja 55.400.000 54.965.000 | 9921
dan ikhtisar realisasi kinerja N DR ’
6 | Program Pengembangan Data dan Informasi 728,850,000 700,190,660 | 96.07
Kegiatan Penyusunan Buku-buku Statistik 111,000,000 105,684,650 | 95.21
Kegiatan Penyusunan Indeks Gini Ratio 113,800,000 107,581,000 | 94.54
Kegiatan Penyusunan Ketimpangan Indeks
Williamson
Kegiatan Penyusunan Profil Daerah
216,250,000 202,389,600 | 93.59
Kegiatan Pengumpulan, Pemutakhiran
(Updating) dan Analisis Data/Informasi
Kebutuhan Penyusunan Dokumen 143,250,000 141.737.060 | 98.94
Perencanaan ” R ’
Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) 144,550,000 142,798,350 | 98.79
7 | Program Kerjasama Pembangunan 60,400,000 55,553,000 | 91.98
Sosialisasi Urgensi Pedoman Pelaksanaan 60.400.000 55.553.000 | 91.98
Kerjasama Dalam Negeri T T ’
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,993,185,000 1,895,972,784 95.12
Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian
dan Pelaporan Pelaksana Rencana 201,760,000 172,666,250 | 85.58
Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja 206.011.250 203222230 | 98.65
Pembangunan Daerah R e ’
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung 180.490.000 166.787.650 | 92.41
Jawaban (LKPJ) N e ’
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 443.513.750 431.028.450 | 9718
Pembangunan Daerah e e ’
Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS 451,350,000 438,280,504 | 97.10
Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD 150,265,000 138,860,200 | 92.41
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD Perubahan) 272,495,000 262,889,800 |  96.48
Kegiatan Penyusunan RENSTRA Perubahan 87,300,000 82,237,700 | 94.20




REALISASI

mlah
No PROGRAM KEGIATAN AJ“ a
nggaran
Rp. %
9 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 357,077,000 350,335,584 | 98.11
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program 239,969,850
dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi 241,932,000 9919
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 110.365.734
Perencanaan Pengembangan Ekonomi 115,145,000 e 95.85
Pedesaan
1,566,257,901
10 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1,589,470,000 98.54
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial 301,125,000 296,798,900 98.56
Budaya
Kegiatan Koordinasi Penanggulangan 253.369.300
Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten 258,600,000 mE 97.98
Tanjung Jabung Barat
Kegiatan Penyusunan Rencana induk
pembangunan Pariwisata Kab. Tanjab Barat 534,500,000 532,497,400 99.63
tahun 2017 - 2025 Kabupaten Tanjung Jabung '
Barat
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan RAD pangan
dan Gizi Kab. Tanjab Barat dan Pelaksanaan 167,159,801
Sustainable Development Goals (SDG's) Kab. 172,775,000 96.75
Tanjab Barat
736,448,775
11 | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 759,385,000 96.98
Kegiatan Koordinasi Perencanaan 275,407,331
Pembangunan Fisik dan Prasarana 282,250,000 97.58
Kegiatan Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan 317,316,150
Jembatan Kab.Tanjab Barat 324,655,000 97.74
Kegiatan Koordinasi Percepatan 143,725,294
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 152,480,000 94.26
12 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi 50,196,750 47,974,700 95.57
Sumber Daya
g:gilatan Study Optimalisasi Produktivitas 50,196,750 47974700 | 95.57
13 | Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) 416,800,750 403,018,605 | 96.69
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan 128,230,000 124,630,850 | 9719
lingkungan (TJSL) Kab. Tanjung Jabung Barat
Kegiatan Koordinasi Forum Tanggung Jawab
Sosial dan lingkungan Perusahaan(TJSLP) 288,570,750 278,387,755 | 96.47
Kab. Tanjung Jabung Barat
40,466,500
14 | Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan 40,565,000 99.76
Kegiatan Grend Design Kependudukan Sosial 40,565,000 40,466,500 | 99.76
dan Pemerintahan
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3.5. Analisis Efisiensi

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan indikator
output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan
untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang
sama/lebih besar atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan
output yang sama/lebih besar atau persentase capaian output sama/lebih
tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur
dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).
Indeks Efisiensi diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap %

capaian input, sesuai rumus berikut :

E = % Capaian Output

% Capaian Input

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang
dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan
adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh

dengan menggunakan rumus:

[E = % Rencana Capaian Output

"~ % Rencana Capaian Input
B 100%
~ 100%

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE

terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE > SE maka Kegiatan dianggap Efesien
Jika IE < SE maka Kegiatan Dianggap Tidak Efesien
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Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur
tingkat  efisiensi (TE), yang menggambarkan  seberapa  besar
efisiensi/ketidakefisiensian yang terjadi pada masing-masing kegiatan,

dengan menggunakan rumus berikut:

E_IE—SE
~ SE

Tingkat efisiensi penggunaan keuangan Badan perencanan
Pembangunan Daerah tahun 2017 di hitung berdasarkan pengelompokkan
program dan kegiatan sebagaimana di jelaskan di atas, dan guna pengukuran
kinerja utama maka hanya di ambil program dan kegiatan utama.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya
kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan ini dapat berubah menjadi
tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula
sebaliknya. Dalam laporan ini perhitungan efisiensi kegiatan hanya
didasarkan pada rasio antara output dan input, jadi data yang di bandingkan
hanya berupa kinerja dengan dana. Diharapkan pada waktu yang akan
datang pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input
yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi

kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :
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Tabel Analisis Efisiensi Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2017

CAPAIAN

URUSAN, PROGRAM DAN INDEK STANDAR TINGKAT
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KINERJA |ANGGARAN | EFFISIENSI | EFFISIENSI KATEGOR! | ecrisiens|
2 3 8 9 10=(8/9) 11 12 11355112'
Persentase Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan tepat 127.57 % 1.62 1.00 EFFISIEN 0.62
waktu
Proaram Perencanaan Tingkat Kelengkapan Dokumen
9 Perencanaan sesuai Peraturan 166.75 % 95.12 %
Pembangunan Daerah
perundang - undangan
Tingkat pelaksanaan
Evaluasi/Review Dokumen 166.67 %
Perencanaan
Jumlah Dokumen Rancangan Awal 100.00 % 101 100 EFFISIEN 0.01
RKPD
Jumlah Dokumen Rancangan RKPD 100.00 %
Jumlah Dokumen Rancangan Akhir 0
RKPD 100.00 %
Jumlah Dokumen RKPD yang di
Penyusunan Rencana Kerja | sgnkan yang 100.00 % 98.65 %
Pemerintah Daerah (RKPD) R
Jumlah Dokumen Rancangan 100.00 %
Perubahan RKPD e
Jumlah Dokumen Rancangan Akhir 0
Perubahan RKPD 100.00%
Jumlah Dokumen Perubahan RKPD 100.00 %
yang di sahkan
Jumlah Dokumen Rancangan Awal o
RENJA SKPD/PD 90.91 % 1.03 1.00 EFFISIEN 0.03
Jumlah Dokumen Rancangan 0
RENJA SKPD/PD 100.00 %
Penyusunan RENJA SKPD 92.41 %
Jumlah Dokumen Rancangan Akhir 90.91 %
RENJA SKPD/PD R
Jumlah Dokumen RENJA SKPD/PD 100.00 %
yang di sahkan
Jumlah dokumen Rancangan KUA 100.00 % 1.03 1.00 EFFISIEN 0.03
Jumlah dokumen KUA 100.00 %
Jumlah dokumen Rancangan PPAS 100.00 %
Jumlah dokumen PPAS 100.00 %
Penyusunan KUA dan PPAS | jumiah dokumen KUPA 100.00 % 97.10 %
Jumlah dokumen Rancangan KUPA 100.00 %
Jumlah dokumen Rancangan PPAS 0
Perubahan 100.00 %
Jumlah dokumen PPAS Perubahan 100.00 %
Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah dokumen sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan | program pembangunan daerah 100.00 % 97.18 % 1.03 1.00 EFFISIEN 0.03
Daerah terhadap program provinsi dan pusat
Jumlah Dokumen Rancangan Awal 0
Perubahan RPIMD 100.00 % 1.04 1.00 EFFISIEN 0.04
Jumlah Dokumen Rancangan
100.00 %
Penyusunan Perubahan Perubahan RPJMD ) 96.48 %
RPJMD Jumlah Dokumen Rancangan Akhir 100.00 % '
Perubahan RPJMD LR
Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD 0
yang di sahkan 100.00 %
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CAPAIAN

URUSAN, PROGRAM DAN INDEK STANDAR TINGKAT
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KINERJIA |ANGGARAN | EFFISIENSI | EFFISIENSI KATEGOR! | cepisiens|
2 3 8 9 10=(8/9) 11 12 113175112'
Jumlah Dokumen Rancangan Awal
Perubahan RENSTRA Perangkat 100.00 % 1.06 1.00 EFFISIEN 0.06
Daerah
Jumlah Dokumen Rancangan
Perubahan RENSTRA Perangkat 100.00 %
Penyusunan Perubahan Daerah
RENSTRA Perangkat 94.20 %
Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Akhir
Perubahan RENSTRA Perangkat 100.00 %
Daerah
Jumlah Dokumen Perubahan
RENSTRA Perangkat Daerah yang di
sahkan
Monitoring, Evaluasi, Jumlah Dokumen Monitoring,
Pengendalian dan Pelaporan | Evaluasi, Pengendalian dan 100.00 % 85.58 % 117 100 EFFISIEN 047
Pelaksanaan Rencana Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Penyusunan Laporan
Keterangan Jumlah dokumen LKPJ 100.00 % 9241 % 1.08 1.00 EFFISIEN 0.08
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Tingkat Keselarasan Dokumen
ACHED T T, erencanaan pembangunan
Pembangunan Ekonomi | Eoriteadeen Bet o e b 109.89 % 99.19 % 1.1 1.00 EFFISIEN |  0.11
dan Sumber Daya Alam ingkup Ekonomi dan sumber Daya
Alam
Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
Penyusunan Renstra Perangkat 100.00 % 101 1,00 EFFISIEN | 001
Daerah Lingkup Ekonomi dan
Sumber Daya Alam
Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renstra Perangkat 100.00 %
Koordinasi Perencanaan Daerah Lingkup Ekonomi dan ik
Program dan Kegiatan Sumber Daya Alam
Pembangunan Bidang 99.19 %
Ekonomi dan Sumber Daya Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
Alam Penyusunan Renja Perangkat 100.00 %
Daerah Lingkup Ekonomi dan et
Sumber Daya Alam
Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renja Perangkat 0
Daerah Lingkup Ekonomi dan 100.00 %
Sumber Daya Alam
Program Perencanaan Tingkat Keselarasan Dokumen
Pembangunan Sosial perencanaan pembangunan 103.89 % 98.56 % 1.05 1.00 EFFISIEN 0.05
Pemerintahan lingkup sosial dan pemerintahan
Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
Penyusunan Renstra Perangkat 100.00 % 1.01 1.00 EFFISIEN | 001
Daerah Lingkup sosial dan
pemerintahan
Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksangan Renstr.a Perangkat 100.00 %
C . .. | Daerah Lingkup sosial dan
Koordinasi dan Sinkronisasi emerintahan
Perencanaan Pembangunan P 98.56 %
Bidang Sosial Pemerintahan Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
Penyusunan Renja Perangkat 100.00 %
Daerah Lingkup sosial dan et
pemerintahan
Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renja Perangkat 100.00 %

Daerah Lingkup sosial dan
pemerintahan
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CAPAIAN

URUSAN, PROGRAM DAN INDEK STANDAR TINGKAT
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KINERJIA |ANGGARAN | EFFISIENSI | EFFISIENSI KATEGOR! | cepisiens|
2 3 8 9 10=(8/9) 11 12 113175112'
g::g:;:%ﬁ:c::?ann Tingkat Keselarasan Dokumen
y perencanaan pembangunan 98.89 % 97.58 % 1.01 1.00 EFFISIEN 0.01
Sumber Daya Alam dan linak d
Lingkungan Hidup ingkup sarana dan prasarana
Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
Penyusunan Renstra Perangkat 100.00 % 102 1.00 EFFISIEN | 002
Daerah Lingkup sarana dan
prasarana
Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksangan Renstra Perangkat 100.00 %
I Daerah Lingkup sarana dan
Koordinasi Perencanaan
. prasarana
Pembangunan Bidang Jumlah Pengendalian dan Evaluasi 97.58 %
Sarana dan Prasarana genda
Penyusunan Renja Perangkat 0
. 100.00 %
Daerah Lingkup sarana dan
prasarana
Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksangan Renja Perangkat 100.00 %
Daerah Lingkup sarana dan
prasarana
Persentase kelengkapan data yang
Program Pengemb.angan valid dan terbaru sebagai basis 104.94 % 97.41 % 108 100 EFFISIEN 0.08
Data dan Informasi perencanaan pembangunan
daerah
E:S%nrzﬁ:;agégpﬁ‘ ?ct)lprgési Jumlah Dokumen Laporan Progres
. — Pembangunan Pemerintah Daerah ke | 100.00 % 98.94 % 1.01 1.00 EFFISIEN 0.01
Capaian Target Kinerja P intah Pusat
Program dan Kegiatan emerintah Fusa
Penyusunan Profil Daerah | Jumiah Dokumen profil kab. Tanjung | 405009, | 93599 |  1.07 1.00 EFFISEN |  0.07
Jabung Barat
. Jumlah Dokumen Komponen
Penyusunan Sistem Data/Informasi Tingkat Kemajuan
Informasi Pembangunan 100.00 % 98.79 % 1.01 1.00 EFFISIEN 0.01
Pembangunan Daerah Standar
Daerah (SIPD) Nasional
Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Dokumen Laporan
Perencanaan Perencanaan Pengembangan 0 o
Pengembangan Ekonomi Ekonomi Pedesaan Kab. Tanjab 100.00 % 95.85 % 1.04 1.00 EFFISIEN 004
Pedesaan Kab. Tanjab Barat | Barat
Koordinasi Penanggulangan | Jumlah Dokumen Data
Kemiskinan daerah (TKPKD) | Penanggulangan Kemiskinan Kab. 100.00 % 97.98 % 1.02 1.00 EFFISIEN 0.02
Kab. Tanjab Barat Tanjung Jabung Barat
Koordinasi Pelaksanaan AD-
g:rchI;Sr:aaag;h Jumlah Dokumen Pelaporan
9 . pelaksanaan AD-PPK Kabupaten 100.00 % 99.36 % 1.01 1.00 EFFISIEN 0.01
Pemberantasan Korupsi) Taniung Jabuna Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Jung 9 :
Barat
Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan Pariwisata Jumlah Dokumen Rencana Induk
Kabupaten (RIPPARKAB) Pembangunan Pariwisata 100.00 % 99.63 % 1.00 1.00 EFFISIEN 0.00
Tanjung Jabung Barat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Tahun 2017 - 2026
Penyusunan Dokumen
Strategi Penanggulangan Jumlah Dokumen SPKD 100.00 % 96.72 % 1.03 1.00 EFFISIEN 0.03
Kemiskinan Daerah (SPKD)
Koordinasi pelaksanaan
RAD Pangan dan Gizi Kab.
Tanjab Barat dan -
Pelaksanaan Sustainaple | SUMIan Dokumen RAD pangan gizi 1450099, | 96759 |  1.03 1,00 EFFISEN |  0.03
, dan SDG's Kab. Tanjab Barat
Development Goals (SDG'S)
Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
Grand Design )
Kependudukan Kabupaten | Jumiah Dokumen Grand Design 10000% | 9976% |  1.00 1.00 EFFISEN |  0.00

Tanjung Jabung Barat

Kabupaten Tanjung Jabung Barat
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CAPAIAN

URUSAN, PROGRAM DAN INDEK STANDAR TINGKAT
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KINERJIA |ANGGARAN | EFFISIENSI | EFFISIENSI KATEGOR! | cepisiens|
2 3 8 9 10=(8/9) 11 12 113175112'
Koordinasi Sanitasi dan Ar Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi
Bersih Kab. Tanjung Jabung Sanitasi dan Air B Ph 100.00 % 94.26 % 1.06 1.00 EFFISIEN 0.06
Barat anitasi dan Air Bersi
Inventarisasi Infrastruktur
Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Inventarisasi 0 o
Kabupaten Tanjung Jabung | Infrastruktur Jalan dan Jembatan 100.00 % 91.74 % 1.02 1.00 EFFISIEN 002
Barat
Jumlah Dokumen Indeks Kemahalan
Harga Konstruksi (IKHK), Indeks
Penyusunan Buku-buku Pembangunan Manusia (IPM), 0 0
Statistik Daerah Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, 100.00 % 9521 % 1.05 1.00 EFFISIEN 005
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)
Penyusunan indeks Gini Jumlah Dokumgn Indeks Gini Rasio 100.00 % 94549 106 100 EFFISIEN 0.06
Rasio Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Penvusunan Indeks Jumlah Dokumen Indeks
W - Ketimpangan Williamson Kab. Tanjab #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0! 1.00 #DIV/O! #DIV/O!
Ketimpanngan Williamson Barat
Program Tanggung Jawab | Jumlah Dokumen Peran Dunia
Sosial dan Lingkungan Usaha dalam Kegiatan TJSLP Kab. 100.00 % 96.69 % 1.03 1.00 EFFISIEN 0.03
Perusahaan (TJSLP) Tanjab Barat
Koordinasi dan Sinkronisasi Terlaksananya sinkronisasi program
kegiatan TJSLP terhadap program 100.00 % 97.19 % 1.03 1.00 EFFISIEN 0.03
Penyelenggaraan TJSLP . .
kegiatan Pemerintah Daerah
Forum Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Terlaksananya Forum TJSLP 0 o
Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat 100.00 % 9647 % 1.04 1.00 EFFISIEN 0.04
Tanjung Jabung Barat
Progam Penelitian dan Perse.n.tase pemanfaatan hasil 159.09 % 95.57 % 166 100 EFFISIEN 0.66
Pengembangan daerah penelitian dan pengembangan
Study Optimalisasi rekomendasi peningkatan 0 o
Produktivitas Padi produktivitas pad 10000% | 9857% | 1.05 100 | EFFISEN | 005
Program Kerjasama Terlaksananya Kerjasama 100.00 % 9198 % 109 100 EFFISIEN 0.09
Pembangunan Pembangunan
Terjalinnya kerjasama di bidang
Sosialisasi Urgensi pendidikan, penelitian dan
Pedoman Pelaksanaan pengabdian masyarakat serta 100.00 % 91.98 % 1.09 1.00 EFFISIEN 0.09

Kerjasama Dalam Negeri

hubungan kerjasama pembangunan
antar daerah.

Pada tahun 2017, dari

28 Kegiatan Utama,

semua kegiatan

dinyatakan efisien, dengan tingkat efisiensi yang bervariasi antara(0,62)

hingga (0,01). Dalam hal ini, semakin tinggi nilai tingkat efisiensi maka

semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Secara umum tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target kinerja

Keuangan. Kinerja belanja Tahun Anggaran 2017 per 30 Desember 2017

adalah sebesar 89.68 % atau sebesar Rp. 10.909.926.968,00 umumnya

disebabkan efisiensi atas setiap pelaksanaan kegiatan.
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Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang
mendukung pencapaian target kinerja;

2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui
pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan
jenjang pendidikan;

3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Badan Penggelolaan

Keuangan Daarah
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BAB IV
PENUTUP

Secara umum capaian kinerja Badan Perencanan Pembangunan
Daerah tahun 2017 telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah
indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang
menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2016.

LAKIP Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan gambaran
tentang berbagai capaian kinerja, di bidang Perencanaan. Laporan ini
merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Perencanan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dengan Meningkatkan kualitas
perencanaan melalui  keselarasan antar Dokumen = Perencanaan

Pembangunan.

Kuala Tungkal, Februari 2018

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

/hﬂf‘f
f

Ir.H.FIRDAUS KAHATAB, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1003
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PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA TAHUN 2016 - 2017

TAHUN 2016 TAHUN 2017 AKHIR PERIODE TAHUN 2021
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Capaian Capaian Capaian
TARGET | REALISASI .p . TARGET | REALISASI 'p . TARGET | REALISASI 'p .
Kinerja Kinerja Kinerja
Persentase Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu
3.1.|Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen 30.0% 35.3% 117.5% 50.0% 70.3%| 140.7 % 95.0% 18.6 % 19.6 %
Meningkatknya kualitas perencanaan Perencanaan sesuai dengan peraturan
Pembangunan Daerah Perundang-undangan
P tase Kesel dok
3.2 ¢ oentase hieselarasan doktmen 80.0 % - | 900%| 844%| 938%| 950% 17.8% 18.8%
perencanaan
meningkatkan daya dukung data dan . . .
. . . . Persentase ketersediaan data informasi
informasi sebagai basis perencanaan (4.1. . 75.0% 81.8% 109.1% 80.0%| 100.0%| 125.0% 90.0 % 28.6 % 31.7%
yang valid dan terbaru
pembangunan daerah
Meningkatnya Pemanfaatan hasil Persentase pemanfaatan hasil penelitian
penelitian untuk mendukung 5.1.|baik penelitian khusus Tanjab Barat - - 55.0 % 87.5%| 159.1% 75.0% 26.3% 35.0%
kemajuan Daerah maupun umum




PENGUKURAN KINERJA RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2016 - 2017

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

TAHUN 2016

TAHUN 2017

AKHIR PERIODE TAHUN 2021

TARGET

REALISASI

Capaian
Kinerja

TARGET

REALISASI

Capaian
Kinerja

TARGET

REALISASI

Capaian
Kinerja

SASARAN 1.

Menciptakan tertib administrasi,
perencanaan dan pelayanan
perkantoran, kepegawaian,

ketatausahaan, kearsipan dan
pengelolaan keuangan yang efektif

dan efisien

indikator kinerja sasaran

il

Persentase pelayanan perkantoran, tertib
administrasi perencanaan, kepegawaian,
ketatausahaan, kearsipan dan
pengelolaan keuangan

90.0 %

88.2%

98.0 %

93.0%

93.1%

100.1%

100.0 %

34.9%

34.9%

indikator kinerja program
(Outcome)

1.1.1.

Meningkatnya Intensitas dan Kualitas
pelayanan administrasi perkantoran

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

40.0%

40.0%

1.1.2.

Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas
Pelayanan Birokrasi

90.0 %

89.5%

99.5%

95.0%

92.8%

97.6 %

100.0 %

38.0%

38.0%

1.13.

Meningkatnya disiplin dan kinerja
aparatur

75.0%

75.0%

100.0 %

80.0%

79.8%

99.7 %

100.0 %

36.4%

36.4%

1.1.4.

Meningkatnya pelayanan perkantoran
melalui kelengkapan dokumen
perencanaan dan pelaporan bappeda

95.0%

100.0%

1053 %

100.0 %

253 %

253 %

SASARAN 2.

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya

Aparatur Perencana

indikator kinerja sasaran

2.1

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya
Aparatur Perencana

85.0%

83.3%

98.0 %

85.0%

90.9 %

107.0%

100.0 %

37.9%

37.9%

indikator kinerja program
(Outcome)

2.1.1.

Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur

85.0%

83.3%

98.0 %

85.0%

90.9 %

107.0%

100.0 %

37.9%

37.9%

SASARAN 3.

Meningkatnya kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah

indikator kinerja sasaran

Persentase Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu
Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen
Perencanaan sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan

30.0%

353%

117.5%

50.0 %

70.3%

140.7 %

95.0 %

18.6 %

19.6 %

Persentase Keselarasan dokumen
perencanaan

80.0%

90.0 %

84.4%

93.8%

95.0%

17.8%

18.8%

indikator kinerja program
(Outcome)

3.1.1.

Persentase Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu

50.0 %

63.4%

126.8%

70.0%

89.3%

1276 %

100.0 %

16.3%

16.3%

3.1.2.

Tingkat Kelengkapan Dokumen
Perencanaan sesuai Peraturan perundang
- undangan

20.0%

26.2%

130.9%

40.0%

717 %

1793 %

90.0 %

24.8%

27.5%

3.13.

Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review
Dokumen Perencanaan

10.0%

16.2%

161.8%

30.0%

50.0 %

166.7 %

95.0 %

14.7%

15.5%

3.2.1.

Tingkat Keselarasan Dokumen
perencanaan pembangunan lingkup
Ekonomi dan Sumber Daya Alam

83.0%

90.0 %

89.0%

98.9 %

95.0 %

18.7%

19.6 %

3.2.2.

Tingkat Keselarasan Dokumen
perencanaan pembangunan lingkup
sosial dan pemerintahan

76.0%

90.0 %

84.2%

93.5%

95.0%

17.9%

18.9%

3.2.3.

Tingkat Keselarasan Dokumen
perencanaan pembangunan lingkup
sarana dan prasarana

80.0 %

90.0 %

80.1%

89.0%

95.0 %

16.9%

17.8%

SASARAN 4.

Meningkatknya daya dukung data dan
informasi sebagai basis perencanaan
pembangunan daerah

indikator kinerja sasaran

Persentase ketersediaan data informasi
yang valid dan terbaru

75.0%

81.8%

109.1%

80.0%

100.0 %

125.0%

90.0 %

28.6 %

31.7%

indikator kinerja program
(Outcome)

4.1.1.

Persentase kelengkapan data yang valid
dan terbaru sebagai basis perencanaan
pembangunan daerah

80.0%

80.0 %

100.0 %

90.0 %

100.0 %

1111%

90.0 %

28.0%

31.1%

4.1.2.

Tersusunya dokumen RTRW (Peninjauan
Kembali)

1 Dok

4.13.

Jumlah Dokumen Peran Dunia Usaha
dalam Kegiatan TJSLP Kab. Tanjab Barat

1 Dok

1Dok

100.0 %

1 Dok

1 Dok

100.0 %

5 Dok

2 Dok

40.0 %

SASARAN 5.

Meningkatnya Pemanfaatan hasil
penelitian untuk mendukung

kemajuan Daerah

indikator kinerja sasaran

Persentase pemanfaatan hasil penelitian
baik penelitian khusus Tanjab Barat
maupun umum

55.0%

87.5%

159.1%

75.0%

26.3%

35.0%

indikator kinerja program
(Outcome)

5.1.1.

Persentase pemanfaatan hasil penelitian
dan pengembangan

55.0%

50.0 %

90.9 %

65.0 %

9.1%

14.0%

5.1.2.

Persentase difusi / penyebaran informasi
hasil penelitian.

55.0%

5.13.

Terlaksananya Kerjasama Pembangunan

3 MoU

3 MoU

100.0%

12 MoU

3 MoU

25.0%




KERTAS KERJA

Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review ,
Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

rsentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun ker

AKHIR

Capaian
2016 2017 target |PERIODE | ~oP2'° ket
Kinerja
. . . i 2021
Realisas | Capaian Realisas | Capaian
target . | target . o
i Kinerja i Kinerja

P p Dok P

ersentase Penyusunan Dokumen Perencanaan | o o\ 63 49| 126.8%| 70.0%| 89.3%| 127.6%| 1000%| 163%| 163%

dan Pelaporan tepat wakt

u

3.1.1.

Tingkat Kelengk Dok P

S;:g:Pe‘:aetzfa:pzr:unzal:]menn d:;e';a"aa“ 20.0%| 26.2%| 130.9%| 40.0%| 71.7%| 179.3%| 90.0%| 24.8%| 27.5%

ual -u
P & & Evaluasi
3.1.2. &l
perencana

Tingkat pelak Evaluasi/Review Dok

Pzrgeniazz:nsa”aa” valuasi/Review Dokumen | ) o/l 1650l 161.8%| 300%| 50.0%| 166.7%| 95.0%| 147%| 155% @n
3.1.3.

Persentase Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta

Evaluasi/Review , Revisi Dokumen 30.0%| 35.3%| 117.5%| 50.0%| 70.3 %| 140.7 %| 95.0%| 18.6% 19.6 %

Perencanaan sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan (IKU BAPPEDA)




3.1.1.

Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu

JUMLAH DOKUMEN TAHUN

2016 2017 Akhir Peridoe 2021
target Realisasi target Realisasi target Realisasi

Rancangan Awal RKPD Tahun n+1 disusun bulan Desember tahun 1 1 4 1
berjalan
Musrenbang ~ RKPD tahun-n di kecamatan dilaksanakan paling
lambat pada minggu kedua bulan Februari tahun berjalan (dokumen 13 13 13 13 65 26
musrenbang kecamatan)
Musrenbang  RKPD tahun-n kabupaten dilaksanakan paling
lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun berjalan (dokumen 1 1 1 1 5 2
musrenbang kab)
Rancangan RKPD Tahun-n minggu pertama bulan April tahun n-1 (tahun 1 1 1 1 5 2
berjalan)
Rancangan Akhir RKPD Tahun-n selesai akhir Bulan Mei Tahun n-1 1 1 1 1 5 2
Rancangan Perkada RKPD Tahun-n dikirim ke bupati untuk di 1 1 1 1 5 2
undangkan Akhir Bulan Juni Tahun n-1 (Tahun berjalan)
Penetapan Perkada RKPD Tahun-n satu minggu setelah RKPD Provinsi 1 1 1 1 5 2
di tetapkan
RENSTRA Perangkat Daerah yang di tetapkan dengan Perkada satu
bulan setelah Perda RPJM 44 44 44 44 44 44
Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun-n, satu Bulan setelah
RKPD ditetapkan 44 5 44 32 220 37
Rancangan KUA tahun n yang dikirim ke DPRD pertengahan Juni tahun
n-1 1 1 1 1 5 2
Rancangan PPAS tahun n yang dikirim ke DPRD pertengahan Juni
tahun n-1 1 1 1 1 5 2
KUA tahun n yang disepakati paling lambat Akhir Juli tahun n-1 1 1
PPAS tahun n yang disepakati paling lambat Akhir Juli tahun n-1 1 1
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 1 1 1 1 5 2
sebelumnya di bulan maret tahun berjalan

112 71 112 100 780 127

DASAR

permendagri
86/2017

pasal 74

pasal 98 ayat (3)

pasal 94 ayat (4)

pasal 88 ayat (2)
Pasal 101 ayat (4)

Pasal 103 ayat (2)

Pasal 104 ayat (2)
pasal 123 ayat (2)

pasal 142 ayat (2)

PERMENDAGRI 13



3.1.2.

Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang - undangan

JUMLAH DOKUMEN TAHUN

2016 2017 Akhir Peridoe 2021
target Realisasi target Realisasi target Realisasi

disusunnya dokumen Rancangan Awal RPJMD 1 1 1 1
disusunnya dokumen Rancangan RPJMD 1 1 1 1
disusunnya dokumen Rancangan AKHIR RPJMD 1 1 1 1
disusunnya dokumen RPJMD 1 1 1 1
disusunnya dokumen Rancangan Awal RPJMD Perubahan 1 1 1 1
disusunnya dokumen Rancangan RPJMD Perubahan 1 1 1 1
disusunnya dokumen Rancangan AKHIR RPJMD Perubahan 1 1 1 1
disusunnya dokumen RPJMD Perubahan 1 1 1 1
disusunnya dokumen Rancangan Awal RKPD tahun- n+1 1 1 1 5 1
disusunnya dokumen Rancangan RKPD tahun-n 1 1 1 5 1
disusunnya dokumen Rancangan AKHIR RKPD tahun-n 1 1 1 5 1
disusunnya dokumen RKPD tahun-n 1 1 1 5 2
disusunnya dokumen Perubahan RKPD tahun n -1 1 1 1 5 2
surat edaran tentang pedoman penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah 1 1 1 1
disusunnya dokumen Rancangan Awal RENSTRA Perangkat Daerah 44 0
disusunnya dokumen Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah 44 0
disusunnya dokumen Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah 44 23
disusunnya dokumen RENSTRA Perangkat Daerah Perangkat Daerah 44 44
disusunnya dokumen Rancangan Awal Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah 44 44
disusunnya dokumen Rancangan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah 44 44
disusunnya dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah 44 44
disusunnya dokumen Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah 44 44
disusunnya dokumen Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah tahun n+1 176 40
disusunnya dokumen Rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun-n 44 44 44 220 44
disusunnya dokumen Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah tahun-n 44 44 40 220 45
disusunnya dokumen RENJA Perangkat Daerah tahun-n 44 44 44 220 49
surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah 1 1 4
disusunnya dokumen Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun n-1 44 176 0
disusunnya dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun n-1 44 176 0
disusunnya dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun n-1 44 176 0

317 83 495 355 1767 438

DASAR

permendagri
86/2017

pasal 47 ayat (3)
Pasal 61

Pasal 66
pasal 14 ayat (1)

pasal 74 ayat
Pasal 85

pasal 100
pasal 14 ayat (1)
pasal 355

Pasal 109
pasal 112
pasal 119
pasal 15 ayat (1)

PASAL 126
PASAL 131
pasal 138

pasal 351
pasal 360

pasal 363
pasal 368



3.1.3.

Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan

JUMLAH DOKUMEN TAHUN

2016 2017 Akhir Peridoe 2021
target Realisasi target Realisasi target Realisasi
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan 1 0
RPJPD (Proses Penyusunan)
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan 1 1 1 2 1
RPJMD (Proses Penyusunan)
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan 1 1 1 5 1
RKPD (Proses Penyusunan)
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan
RENSTRA (Proses Penyusunan) 44 44 44 44 88 88
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan
RENJA (Proses Penyusunan) 44 44 44 220 44
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 1 1 5 0
RPJPD
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RPJMD 1 1 1 5 1
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RENSTRA Perangkat Daerah 44 44 220 0
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
1 1 5 0

RKPD
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RENJA Perangkat Daerah 44 44 44 220 44
evaluasi terhadap hasil RPJPD 1 1 5 0
evaluasi terhadap hasil RPJMD 1 1 5 0
evaluasi terhadap hasil RKPD 1 1 1 5 1
evaluasi terhadap hasil RENSTRA Perangkat
Daerah 44 44 220 0
evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah 44 44 220 0

272 44 272 136 1226 180

DASAR

permendagri
86/2017

FORM E.31 dan E.32 ganti nama E.62 dan E.63
FORM E.33 dan E.34 ganti nama E.64 dan E.65

FORM E.35 dan E.36 ganti nama E.66 dan E.67

FORM E.68 dan E.69

FORM E.70 dan E.71

FORM E.31 Ganti nama E.72
FORM E.33 diganti nama E.74

FORM E.73

FORM E.35 diganti nama E.76

FORM E.75

FORM E.56 diganti nama E.77
dilaporkan januari

FORM E.58 diganti nama E.78 tahun berikutnya

FORM E.60 diganti nama E.79
dilaporkan januari tahun

FORM E.80 berikutnya ke bupati cq bappeda
dilaporkan januari tahun
FORM E.81 berikutnya ke bupati cq bappeda



KERTAS KERJA

Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan

rsentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun ke

AKHIR Capaian
2016 2017 target | PERIODE Ki:\)er'a ket
2021 :

Capaian Capaian

target |Realisasi target |Realisasi
& Kinerja & Kinerja

Tingkat Keselarasan Dokumen
perencanaan pembangunan lingkup 83.0% - -| 90.0%| 89.0%| 98.9%| 95.0% 18.7% 19.6 %
Ekonomi dan Sumber Daya Alam

3.2.1
Tingkat Keselarasan Dokumen
perencanaan pembangunan lingkup 76.0% - -| 90.0%| 84.2%| 93.5%| 95.0% 17.9% 18.9 %| Evaluasi
sosial dan pemerintahan tahun
3.2.2. perencana
an
Tingkat Keselarasan Dokumen
perencanaan pembangunan lingkup 80.0 % - -] 90.0%| 80.1%| 89.0%| 95.0% 16.9% 17.8%
sarana dan prasarana
3.2.3.

Persentase Keselarasan dokumen

. 80.0 % - - 90.0%| 84.4%| 93.8%| 95.0% 17.8 % 18.8 %
perencanaan (IKU rpjm)




KERTAS KERJA
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam
TAHUN KERJA 2016

E-L D-M F-N F-0 J-Q J-R
Jumlah PROGRAM | Jumlah KEGIATAN | Jumliah Jumiah | Jumlah Jumlah
Program Jumlah Jumlah ikl Jumlah JoilH Ll Program | Program el Rl Kegiatan Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat
Jumlah Perangkat Daerah Perangkat Daerah E Program X Kegiatan PD | Program g g Program PD |Kegiatan PD g B B & 4 4 4
Tahun 2017 Tahun 2017 OPD yang [Program PD|Program PD .| Kegiatan PD . PDyang | PDyang . .| PDyang |keselarasan|keselarasan|keselarasan |keselarasan|keselarasan|keselarasan
X _| Program . . _|yang ada di | yangadadi | OPD yang h h yang ada di | yang ada di . ) )
No Perangkat Daerah lingkup Ekonomi e ada di yang ada di | yang ada di RENJA yang ada di RENJA tetapi ada di ada di ada di RENJA RENJA ada di program program program program Kegiatan Kegiatan
dan Sumber Daya Alam RENSTRA [RKPD tetapi| RENJA s RENJA tetapif : RKPD RENJA RENJA RENSTRA RKPD RENJA RENJA RENJA RENJA
Daerah REN RENS L N n L tetapi tidak| . | tidak ada di | RENSTRA Selaras Selaras
direim [RKPD S RENJA| RKPD RENJA tetapi tidak | tidak ada di | tetapi tidak 2da di tidak ada di RENSTRA selaras Selaras Selaras e — I — Selaras terhadap | terhadap | terhadap | terhadap | terhadap | terhadap
TRA TRA i i
ada di RPJMD |ada di RKPD RENSTRA RKPD Tahun R dengan dengan RENSTRA O dengan RPIMD RPIMD RKPD RENSTRA RKPD RENSTRA
RPJMD RPJMD RKPD RENSTRA
1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 17 18 20=5-12 | 21=4-13 | 22=6-14 | 23=6-15 | 25=10-17 | 26=10-18 | 30=28-29 | 33 =31-32 | 36 =34-35 | 39 =37-38 | 45=43-44 | 48 = 46-47
1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN 2 0 0 0 0 0 0 B ; B B B B
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
2 MENENGAH,PERINDUSTRIAN DAN 11 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
PERDAGANGAN
3 DINAS TENAGA KERJA 3 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
4 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
5 DINAS PERIKANAN 4 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
6 DINAS TANAMAN PANGAN DAN 7 0 0 0 0 0 0 a R a a a a
HOLTIKULTURA
7 DINAS PERKEBUNAN DAN 13 0 0 0 0 0 0 a R a a a a
PETERNAKAN
3 BADAN PENGELOLA KEUANGAN 1 0 0 0 0 0 0 B : B B B B
DAN ASET DAERAH
9 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN 1 0 0 0 0 0 0 R _ R R R R
RETRIBUSI DAERAH
10 INSPEKTORAT 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - -

Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Subbid Ekonomi

Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Subbid Sumber Daya Alam

Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Subbid Pengawasan dan Keuangan

Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam




KERTAS KERJA
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Sosial dan Pemerintahan
TAHUN KERJA 2016

E-L D-M F-N F-O J-Q J-R
Jumlah PROGRAM | Jumlah KEGIATAN [ Jumiah Jumiah Jumiah | Jumiah [ dumiah f ek | Jumish [ ' . ' ' '
Jumlah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Program Jumlah Jumlah o Jlfmlah Jl.JmIah — Program | Program Program PD |Kegiatan PD Kegiatan Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat
Tahun 2017 Tahun 2017 OPD yang |Program PD|Program PD .| Kegiatan PD | Kegiatan PD PDyang | PDyang . | PDyang |keselarasan|keselarasan|keselarasan|keselarasan|keselarasan |keselarasan
. . Program . . _|yang ada di . . | OPDyang h h yang ada di | yang ada di 5 ) )
No Perangkat Daerahblingkup Sosial e ada di yang ada di | yang ada di RENJA | Y28 ada di | yang ada di ada di ada di ada di A RENJA ada di program program program program Kegiatan Kegiatan
dan Pemerintahan o RENSTRA [RKPD tetapi RENJA L. RENJA tetapi| RENJA tetapi RKPD RENJA RENJA RENSTRA RKPD RENJA RENJA RENJA RENJA
Daerah RENS RENS . ) ) . tetapi tidak| . B | RENSTRA Selaras Selaras
dirRPIM |RKPD RENJA| RKPD RENJA tetapi tidak | tidak ada di | tetapi tidak 2da di tidak ada di | tidak ada di selaras Selaras Selaras — S Selaras terhadap | terhadap | terhadap | terhadap | terhadap | terhadap
TRA TRA ada di RPIMD |ada diRKPD| o oy RKPD RENSTRA —— dengan | dengan | o oy o dengan RPJMD RPJMD RKPD RENSTRA RKPD RENSTRA
RPJMD RPJMD RKPD RENSTRA
1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 17 18 20=5-12 | 21=4-13 | 22=6-14 | 23=6-15 | 25=10-17 | 26=10-18 | 30 =28-29 | 33 =31-32 | 36 = 34-35 | 39 = 40-38 | 45 = 43-44 | 48 = 46-47
1 DINAS PENDIDIKAN DAN 2 0 0 0 0 0 0 . R . . . .
KEBUDAYAAN
2 DINAS KESEHATAN 4 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
3 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7 0 0 0 0 0 0 B ; B B B B
DAERAH
4 DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN 0 0 0 0 0 0 ; B B B B B
DAN OLAHRAGA
5 BADAN KESATUAN BANGSA DAN 0 0 0 0 0 0 ; B B B B B
POLITIK
6 DINAS SOSIAL 13 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
DINAS PEMBERDAYAAN
7 PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 1 0 0 0 0 0 0 B ; B B B B
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN 0 0 0 0 0 0 . . . A A A
PENCATATAN SIPIL
9 DINAS PEMBERDAYAAN 0 0 0 0 0 0 R a a a a i
MASYARAKAT DAN DESA
10 SEKRETARIAT DAERAH 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
11 SEKRETARIAT DPRD 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
12 BADAN PERENCANAAN 0 0 0 0 0 0 R . . : : :
PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
13 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
DAERAH
14 KECAMATAN TUNGKAL ILIR 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
15 KECAMATAN TUNGKAL ULU 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
16 KECAMATAN PENGABUAN 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
17 KECAMATAN SEBERANG KOTA 0 0 0 0 0 0 - - - - R R
18 KECAMATAN MERLUNG 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
19 KECAMATAN MUARA PAPALIK 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
20 KECAMATAN BRAM ITAM 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
21 KECAMATAN KUALA BETARA 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
22 KECAMATAN RENAH MENDALUH 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
23 KECAMATAN BATANG ASAM 11 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
24 KECAMATAN BETARA 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
25 KECAMATAN SENYERANG 2 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
26 KECAMATAN TEBING TINGGI 3 0 0 0 0 0 0 - - - - - -

Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Subbid Kesra, ketentraman dan ketertiban umum

Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Subbid Sosial

Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup

bid Pemeri

<

dan

h

Daya N

Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Sosial dan Pemerintahan

Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Sosial dan Pemerintahan




KERTAS KERJA
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Sarana dan Prasarana
TAHUN KERJA 2016

E-L D-M F-N F-0 J-Q J-R
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Jumlah PROGRAM Jumlah KEGIATAN Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah ) . . . X . .
Jumlah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Program Jumlah Jumlah P Jljlmlah Kegiatan PD | Program Program | Program Program PD |Kegiatan PD Kegiatan Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat
Tahun 2017 Tahun 2017 OPD yang [Program PD|Program PD .| Kegiatan PD . PDyang | PDyang . .| PDyang |keselarasan|keselarasan|keselarasan |keselarasan|keselarasan|keselarasan
. Program ahun ahun . X _|yang ada di | yangadadi | OPD yang h | yang ada di | yang ada di 5 X X
No Perangkat Daerah Lingkup Sarana Peranakat ada di yang ada di | yang ada di RENJA yang ada di RENJA tetapi ada di ada di ada di RENJA RENJA ada di program program program program Kegiatan Kegiatan
dan Prasarana ¢ RENSTRA [RKPD tetapi| RENJA s RENJA tetapif p RKPD RENJA RENJA RENSTRA RKPD RENJA RENJA RENJA RENJA
Daerah RENS RENS L X . L tetapi tidak| . | tidak ada di [ RENSTRA Selaras Selaras
direim [RKPD RENJA| RKPD RENJA tetapi tidak | tidak ada di | tetapi tidak 2da di tidak ada di RENSTRA selaras Selaras Selaras e — I — Selaras terhadap | terhadap | terhadap | terhadap | terhadap | terhadap
TRA TRA i i
ada di RPJMD |ada di RKPD RENSTRA RKPD Tahun R dengan dengan RENSTRA O dengan RPIMD RPIMD RKPD RENSTRA RKPD RENSTRA
RPJMD RPJMD RKPD RENSTRA
1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 15 17 18 20=5-12 | 21=4-13 | 22=6-14 | 23=6-15 | 25=10-17 | 26=10-18 | 30=28-29 | 33 =31-32 | 36 =34-35 | 39 =37-38 | 45=43-44 | 48 = 46-47
1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 0 0 0 0 0 0 ; B B B B B
PENATAAN RUANG
2 DINAS PERUMAHAN DAN 0 0 0 0 0 0 ; B B B B B
KAWASAN PERMUKIMAN
3 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 0 0 0 0 0 0 ; B B B B B
DAN PENYELAMATAN
4 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
5 BADAN PENANGGULANGAN 0 0 0 0 0 0 R . . : : :
BENCANA
6 DINAS PERHUBUNGAN 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
7 DINAS KOMUNIKASI DAN 0 0 0 0 0 0 R . . : : :
INFORMATIKA
3 DINAS PERPUSTAKAAN DAN 0 0 0 0 0 0 R . . : : :
KEARSIPAN
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Subbid Infrastruktur - B B B B B
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Subbid Bencana dan Lingkungan Hidup - - - - - -
Per Kesel Antar Dok Per Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Subbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika = - - - - -

Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Sarana dan Prasarana

Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2017 Lingkup Sarana dan Prasarana




KERTAS KERJA

Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru

JUMLAH DOKUMEN TAHUN

2016

2017

Akhir Periode

target

Realisasi

target

Realisasi

target Realisasi

Pengumpulan, Updating, dan Analisa
Data Informasi Capaian Target Kinerja
Program dan Kegiatan

15 6

Penyusunan Profil Daerah

Penyusunan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)

Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pengembangan Ekonomi
Pedesaan Kab. Tanjab Barat

Penyusunan Data dan Informasi
Perekonomian Daerah

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Penyusunan Tabel Input Output Daerah

Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi
Rencana Pembangunan Sumber Daya
Alam

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
daerah (TKPKD) Kab. Tanjab Barat

Koordinasi Pelaksanaan AD-PPK (Aksi
Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

Penyusunan Rencana Induk
Pembangunan Pariwisata Kabupaten
(RIPPARKAB) Tanjung Jabung Barat
Tahun 2017 - 2026

Penyusunan Dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(SPKD)

11ddil KAD I’d..llgd.ll
dan Gizi Kab. Tanjab Barat dan
Pelaksanaan Sustainable Development
Goals (SDG’S) Kabupaten Tanjung

Tl o Dot

Koordinasi dan Pelaporan Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Penyusunan SIG Lingkup SOSPEM

Analisis Kemiskinan Kabupaten Tanjung
Jabung Barat

Grand Design Kependudukan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Penyusunan Masterplan Pusat Restorasi
dan Pembelajaran Mangrove Kawasan
Pangkal Babu

Koordinasi Sanitasi dan Air Bersih Kab.
Tanjung Jabung Barat

Penyusunan Masterplan Infrastruktur
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan
Jembatan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat

Koordinasi Penanganan Kawasan
Kumuh Perkotaan

Rencana Induk Pengembangan
Jaringan Telekomunikasi dan Informasi

Penyusunan Outline Air Limbah Kab.
Tanjab Barat

Updating Masterplan Drainase
Perkotaan Kuala Tungkal

DATA
DATA

DATA

EKONOMI

EKONOMI
EKONOMI
EKONOMI

EKONOMI

SOSPEM

SOSPEM

SOSPEM

SOSPEM

SOSPEM

SOSPEM

SOSPEM

SOSPEM

SOSPEM

SARPRAS

SARPRAS

SARPRAS

SARPRAS

SARPRAS

SARPRAS

SARPRAS



penyusunan master plan persampahan 0 0 1 0
Penyusunan Profil Air Bersih Perpipaan 0 0 0 0
Inventarisasi & Digitalisasi sarana
infrastruktur pelabuhan/dermaga Kab. 0 0 1 0
Tanjab Barat
penyusunan profile daerah rawan 0 0 1 0
bencana
Penyusunan Buku-buku Statistik 4 2 2 2 12 4
Daerah
Penyusunan indeks Gini Rasio 0 1 1 1 1
10 8 18 18 93 26
Program Pengembangan Data dan 80 % 100 % 28 %
Informasi ¢ ¢ °
JUMLAH DOKUMEN TAHUN
2016 2017 Akhir Periode
target Realisasi | target | Realisasi target Realisasi
Peninjauan Kembali Rencana tata 1 Dok
Ruang Wilayah (RTRW) ° 0 Dok
Program Perencanaan Tata Ruang 0 Dok 0 Dok
JUMLAH TAHUN
2016 2017 Akhir Periode
target Realisasi | target | Realisasi target Realisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi
35 Prshn 57 Prshn 263 Prshn 0 Prshn
Penyelenggaraan TJSLP
Forum Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. 35 Prshn 30 Prshn 155 Prshn| 0 Prshn
Tanjung Jabung Barat
Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan (TISLP) 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 5 Dok 2 Dok
2016 2017 Akhir Periode
target Realisasi | target | Realisasi target Realisasi
Persentase ketersediaan data informasi
yang valid dan terbaru 75 % 82 % 80 % 100 % 90 % 29 %

SARPRAS
SARPRAS

SARPRAS

SARPRAS

DATA
DATA

SARPRAS

EKONOMI

EKONOMI



KERTAS KERJA
Persentase pemanfaatan hasil penelitian baik penelitian khusus Tanjab

Barat maupun umum

JUMLAH DOKUMEN TAHUN

DATA

SARPRAS

SARPRAS

SARPRAS

SARPRAS

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

2016 2017 Akhir Periode
target Realisasi | target | Realisasi | target Realisasi
Study Optimalisasi Produktivitas Padi 0 1 1 1 1
Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana 0 0 1 0
Wilayah dan Sumber Daya Alam
Stud}'l Kelayakan Pengembangan 0 0 1 0
Terminal
Studi Potensi Sumber Air Baku dan
Daerah Rawan Air Kabupaten Tanjung 0 0 1 0
Jabung Barat
Studi Potensi Pengembangan Jaringan
i . 0 0 1 0
Air Minum non perpipaan
Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi 0 0 3 0
Teknologi Tepat Guna
HATEKNAS (Hari Kebangkitan Teknologi
. 0 0 0 0
Nasional)
Penelitian dan pengembangan bidang
sumber daya alam dan teknologi 0 0 1 0
sumber daya
Penelitian dan pengembangan bidang 0 0 1 0
pemerintahan dan kemasyarakatan
Penelitian dan pengembangan bidang
. 0 0 1 0
ekonomi dan keuangan
0 0 1 1 11 1
Program Penelitian dan Pengembangan 50 % 9%
daerah
JUMLAH DOKUMEN TAHUN
2016 2017 Akhir Periode
target Realisasi target Realisasi target Realisasi
Diseminasi dan Sosialisasi Hasil
Penelitian dan Pengembangan 0 Keg 0 Keg 3 Keg 0
Program Pengembangan kapasitas dan
kinerja jaringan penelitian dan - - 55 % =
pengembangan
JUMLAH TAHUN
2016 2017 Akhir Periode
target Realisasi | target | Realisasi | target Realisasi
Koordinasi Kerjasama Pembangunan
antar Daerah/Pemerintah Daerah dan 0 MoU 3 MoU 3] 12 MoU 3
dengan Perguruan Tinggi
Program Kerjasama Pembangunan 0 MoU 3 MoU 3 MoU| 12 MoU 3
2016 2017 Akhir Periode
target Realisasi | target | Realisasi | target Realisasi
Persentase pemanfaatan hasil penelitian
baik penelitian khusus Tanjab Barat - 55 9% 87.5% 75 % 26 %
maupun umum

DATA
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REFIYENDRI, 3.80s.1
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Selanjuimyva dischut Pihak Kedua

Ir. H. FIEDAUS KHATAE, MM
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Fihak Kedua,
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Ir. H. FIRDAUS KHATAE, M.M.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
SEKRETARIS
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

S

|Be;. i Aasard Browm Lo Indibator Binegy o ;|-. Target

Menngkatnya Intensitas dan
Kualitas pelayanan administras: 100
| perkantoran lancos

Pﬂrf*’*—'”'—*'-ﬁ“ prearanan Menmgkatnyvia Kelenpkapen dan Py A
[t n.i.'l_'!.l.-'.!-l'-':l_‘"... Lerlib Fualitas Pelavanan Birolawasi Fa 4h
o admirsleasl pETencEnaan _
T kopegawilan AT . : =
PREE WL . Meoninghkatinve disiplin den kinerja N
ketalansah=an, kearsipan aparatur =l S
[ Lad Lh L
dan pengelolaan kevangan [
| Meninghulnye pelayanan
perkentoran serta poninisanan s 4
doliunen perencanasn dan Gty
pelaporan bappeds
Meninglatnya Kualilas
> = ; £ ; Meningkutnva kapasitas su r
2 Bumber Dieva Aperalur i :'"L“II L?’I_ pasitas suimbct K54
Perancani miadil st
Prugram AnN@earan Kererangan
1 Pelavanan Admmigtrast Petkantoran Rp. 1.358.637.199 -
2 Peningkatan Sarana dan  Prasarana Ep. 020.600.000,-
Aparalur
3. Peningkatan Disiphn Aparatur Ep. 50.550.000, -
4. Peningkutan Rapasitas Sumber Dayva Rp. TOLO00. G, -
Aparatur
3. Peninglaran  Penpemmbangan Sistem Hp. S5, 00,00, -
Pelaporan Crpaian Kanor)a dan

Keuaangan

Foaale Tunplkal, Clketober 2017

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Keprla Bappeds Kabupaten Selueraris Bappeda Kabupalen
Tanjung daljung Barar Tanjung Jhbung Baral
L]
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M. REFIYE » 5.808.1
PFEMDINA LTAMA ML LA Pembina
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Sclanjurnya discbut Pihak Pertama
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Jabatan

REFIYENDEI, 5.5o05.1
Sekretans Bappeda Kabupelen Tonjung Jabung Barol
Selaku atasan lanegsung pihall pertauna,

Selusmmqutniva disebul Plhak Kedua

Fihak pertama beran): akan mewujudkan lergel inecjp veng sehorisnyn sesiod

lampiran perjanjian int, dalam rangka mencepal largel kinerja janglia menengah

goporti vang tolah  ditcrapkan dalem deokumen  perencenasn. Keberhasilan dan
kegagalony pencapaian rarget kinerja terschut menjadi tangpung jawab kammi.

FPihalt Kodua akan membernkan superis yang diperlukan serla whon melaloaloan
evaliasi aluntamlitas kmerjeg terhadap capaian kinege desd perjonjian ind dan

mengambil nndakan vang diperiuken delam rangka pemberian penghargaan  dan

E=T S e

REFIYENDER], B.50s.1

Kuola Tungkal Cilstobeor 2017

Pihalk Kedua, Plhak Pertama,
Selrerans Happefla Kebupeten
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abling Barat Evaluasi dan Pelaporan Program
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

_Hﬂ.;__ Saaamn I'Eagiatan i :;?-; = <Tnd|.k:atur Kl.nﬁﬂll ‘;Tfte_rg-ab: i
Mrnl .l'.I.F_:'_].':'.ElL'L_'.--_I pelayvanan .Jumln_h Dukum-: n Fcnlbﬂ]’l_u
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perencenaan dan pelaporan den Perubahan RENSTRA
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Roncongpn Alkhir den EEMNJA % dolewrren
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Hapcangan Akhir dos 3 dokumen
Perabahiery REMNIA vang
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LPPE, LPPLD, Evaluasi Renja o dokunen
dan Benstral
1. Program Peningkatan Pengembangan AT Erelerarigan
Harem Polaporan Capaian Kinerja
keuangan
Kegiatan -
. Penvusunan  laporan  kinerja  dan Ep. 25,400,000.-
ikhtisar rcalisasi kinerja
Funala Tanglkad, Dlstoher 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sckrotans Bappbda Kabuparen kepals Sub, Hagian Perencanaan,
Taazju ung Sarart Evaluasi dan Pelaporan Program
REFIYEND ¥ 3 PUJIHARTONO, &5.T.
Femhbineg Penata Thk. &

Mip. 19670611 193802 | 003 Nip, 197312042005011004
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 [PERUBAHAN|
KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN EEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No. | 5 .$asmn'ﬂeg':l?.1‘:an' : i Ind:lkatur__l{:l.narjn ook Target
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Programm Pelayvanan Adminisirasi
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Reginlan ;
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3. Penyedhasn Jasa Kebersihan Kantor

4, Penvediaan Alad Tulis Kantor

a,  Denvediaan  bareny  celaksn dan
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6,  Penvediaan  Homponen Instzlas
hslmk/ PeTETATIEET bangunan
kamlor

Feoyvediaan makanan dan mimuman
&,  HKapal-rapa! kanrdinas dan
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Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatuar

Keziara |
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kanLor

4. Pemellicraon Eutin/
kendaracn dings/ooerasional

3. Pemelhharaan AR ATV
peTalatan prdung kenloo

MR

erloaln

berliala

Program Penimglsatan Disiphn Aparater

Kegiatio

[. Pengadaan Pokaian
perlenpkapany:

[nas heserta

Frogram Poningkatyan Kepasiles Sourmber

Dava Apadatat

lazgmatan o

1, Bimbingsn  leknis  loplementas
peraturan perundang-undargan

Pihak Kedua,
Sckretans Bappgda Kebupaicn
Tanjang 1ng Harat

REFIYEND
Pemisina
Nip, 19670611 148802 1 003

L o.508.1

Ep.
Ep.

|

Hp.
.

R,

=

Ha.

Eg.

R

Kuala Tunpkeal,

ATIEEArIIL
TG00 -
ATT . H00.000, -
AT, Bdd L0
163.233.900,-
B3.663.600,-
28435 400,

4,200, 00,
412,000, 000,

Anggaran

20000 Q00
190, 200 00,
127, 000G 000, -
204 300000 ,-

T 00,000, -

Angoasag

00.550.600.

Anggaran

F0.000.000,

Plhalk Pertama,

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Keterangan

Olctalacr 200 ¥

Hepala Suly, Bagian Lmum é&

Kepesawaian
LY

.

ZUNAIDAH.
Pertailis Tl 1
Mip. [960117711982032007
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam ranpke mewujedloon anemen pemeriniabion vang eleldif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasl pada hasil, kami vang bertandatangan oi bawah ini

harmmu : EVA LIDARTT, S5.E.
Julwlan - Kepala Sub. Bagionn keuangan Bappeds Kabupaten Tanjung Jabung
Haral

Relanjurnya dischut Pihak Pertama

Moz ¢ REFIYENDRI, 5.50s.1
Jahatan o SBekreteris Bappeda Kabupaten Tanjung.Jabung Harat
Selaku slasan langsung pihalk pertama,

Sooanjutnve disebut Pihak Kedua

Pihuk perloona Berjanji akan mewujudkan largel Kineria yang gehArLsEnye Bes0al
lampiren perjanjian ind, dalam rengke mencapas target kKinena jangka mensngah
seperty vang  Lelah ditetapkan  dalam ddokumen  perencanaan. Kebherhasilon  dan
Lkeogagalan pencapuaian lorget kinerja rersebul menjadl langoung jawab kam.

Pihak Kedua akan memberikan superisi vang diperlukan serra sban meladukan
cvaliasi akuntabilites kinera terhadap capaienn kinerja dan penaogea el dan
mengembil tUndakan vang diperlokon dalam ranglka pemberian perghargaan fan
sanhks

Fuala Tunghal, Olctober 217

Pihak Hedua, Pihek Pertama,
Seloretans Bappeda Kabupaten Hepala Sub. Dugian Keuangan
Tanjung .J

ung Barat /‘{

REFIY EVA LIDARTI, 5.E.
Femibina Penula Th [
Mip, TUA7O511 198802 1 03 Hip. 12690403 199300200




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
HASUBBAG KEUANGAN
EBEAPPEDA EKABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Sasaran ﬁttatégis |1“xdfiaﬁﬂr~‘1{:jneﬂa ; . TH.tgt'tv:{

s

| Tersediarnva Behan
. i ) bacaan dun peraturan 12 Bulan
Meningholivve lnlensitag dan perundang-undangan
1 Eualites pelavanan adrinmistrasi — -
perlcantaran larcer Terlaksananya
agministrasi 12 Bulen
porlcantaran
1. Propram Pelayanan Administrasi ATEEAran Keleranppn

Ferkantoran
Kegiatar :
Peayediapn Juse Keoanpgan Ep. 113 300000, -
2. Penyedian  bwshan  bacaan dan Rpo 2 1000000 -
peraluren perundang-undangan

uala Tungkal, Qkiober 2017

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Ackrotanis Bappeda Kabupaien Kepala Bub. Hagian Keuangan

Tarjan ung Baral

REFIYENDRI, S.505.1 EVA LIDARTI, §.E.
Pembina Penats Tk |
Nip. 19670611 298802 | GO3 Nip, 196004031993032001




PEMERINTAH KABLIPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BEAPPEDA

Jalan Praf. OR. Sri Soedewl Maschun Sofean, SH TelpdFax 0742 - 21131
HAALAS TUNGHAL

rode Pos | 555715

PERJANJIAN KINEEJA TAHUN 2017 [PERUBAHAN]|

Dalam rangka mevwnjudken mangjemen pemerintahen vung «lekhl lransparan, dan
akuntabel serta Derorientis pada biasil, Kool vany bertenodataneen di bawah oo

Murma : ISTIQALLIA, 8.T.
Jabzlar ; Bepala Didesng  Penelibun, Penpembangsn dan Data Happeda
Eubupaten Tamjung Jabung Barat

SBelanjuinya disebut Pihak Portama

Mama ; Ir, H. FIRDALSE KHATAB, MM,
Jdabhatan i Repala Bappeda Eabuparen Tanjung Jabung Barat
Selako atazan langsung pihek pertama,

Seleayjuinya diselyul Plhak Kedua

Fihak pertame began akan mewuojudkan largsl kinena yang scharusnys stEudl
lamran porjanjian ini, dalam rangka mencapar targer kinoa jangka moncngah
sepertl vang relah ditetapkan dalam cokumen perencanaan.  Keberhasilan  dan
lkegazalan pencapaian rarget kincrja terachut menjadi tangming jawab kami,

Fihak Keduos akan membenkean sopemasi veng diperlukan serts akan melakxoksn
pvaluast akuntabilbitas kinena lerhadep capaisn kinera dan perjamgian o den
mengembnl bndakan vany diperlukan dalam rengka pembensn penghargaen den

HHM ke,
Kuala Tungkal, Cxernber 2017
Pihak Kedua, Pihal Pertama,
kepala Happoda Kabupatonm bepala Hidang Penelitian,
Tanjung . labung Barar Pengembangan dun Duts
Ir. H. FIRDALS KHATAE, M. ISTIQALLIA, 8.T.
Fembing Utama Muds Penate T 1

WIF, TYfH0L00 19930 1 003 Nip. 197908 172006042007




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA

BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.|  SwaranProgam | malmtorKinega | Target
Fersentase Penyusilian
Dakumen Perencunasa dan FLARED
Perzentase Penyuisunan Prolaporan cepat wakiu
Dokumen Perencanaan dan |
l Pelaporan tepal waktu Seria Tingleat Kelengkapan Dokumen
1. Lvalnast) Heview, Rovis: Ferencanaan sesilal Peraluron A0 Sy
Loloamen Perencanaan | perandang - undanpan
sesnal dengan peratureag — e
‘ Porundung undangan Tingkel prlaksunaen ‘
Frenlunsl f Boview Dolounen S0
’ Percnaanadr
Persenlase ketersediaan data [f{:mtm:*-ﬁ& Comm A
o o ; ; vane valid dar terbom sehawu: ;
2. | indormast yvang vabd den L % : G0 %
B DASIS PETeCanaan
pombangunan dastab
Persentase pemaniaatan hiesil s
penelitian dun pengembangan e
5 Peraentase hasil penelitian L
i vang 1 tindaklanjutd _ o
Terlalsananys Kerjasams 5 Ml
Pembanguinan '
.
Proprea Anpearan Heterangan
L. Programm  Pengemmbangan  Data dan Rpo 728.850.000,
[ntormust
4. Program  Perencanaar Pembeggunan  Rp. 1,993 183.000,-
[aeraly
3. Penelitianh  dan Pengembongan  Daerah Rp. Bl 196,754, -
Hidanp Sumber Dava Alam dan Teknologi
Sumber Daya
4. Program Kerjasama Pembanpunoan Rp. G 400,000, -

Fihak Hedua,
Lopala Bappeds Kabapaten
Taujung Jabung Barat

[]

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, BL.M,
Pembina Dtama Muda
NP 196A0005 199303 1 003

kuala Tunphkal,

Pihak Pertama,
Repala Bidang Penclitian,
Pengembangan den Data

...

ISTIQALLIA, S.T.

Penata Tk I

Nip, 1979081 72006042007

b

Oikdobeer BO17T
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PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 {PERUBAHAN)

Mlalam rangks ruesujudiesn manajemen pemerintahog vang eleklUl, transpacan, dan
akunlabel serts berorientast pada hasil, kami yang bertandatangan di bawsh ind

EOPI, 8.E.
Kepala Sub. Bidang Pengembangan Program dan Kerjasama

Marme 2
Jabhatan

Selanjutnva disebur Pihak Pertama

ISTIQALLIA, 5.T.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Heluky arasan langsung pihok pertama,

ML

Jdabialan dzn  Dara Bapypeda

Selanjuinya dischul Plhak Kedua

Pihok pertama bogang alian meswujudkan larget nea yang sehanusnye sesuat
lampiran perjenjian i, dalam rengla mencepead rarget kinegs jangka menengah
seperl yang telah ditetapkan dalun dekumen perenconaan. Eeberhasilan dan
kegapalan pencapaian targel kinerjs tersebut merjadi tanggung jaowab keani

Pihak Kedus akan momberikan supervisi vang diperivkan serta akan meluboikan
evaluasi akuniabilitas kinerja terhodap capaiann kinedo dan perjanjian ini dan
mengambil dndakan yvang diperiukan dalam rangks pemberian penghargann
sanks:,

tlarl

Kunla Tunglesl, Oktesbier 2017

Pihak Kedus,
Kepula Bidanyg Penelitian,
Penpembangan dan Data Happeda
Kabupaten Tanjung Jabung Harat

&I "

Pihak Pertamasa,
Kepala Subk, Bidang Pengembauigan
Frogramgedan Kerjasamea

ISTIQALLIA, 5.T. ROPI, 5.E.
[emula Tl L Penata

Mip. 197008 L7200604 2007 Mip. 1977025320 100 1100




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA 5URB. BIDANG PENGEMBANGAN PROGHAM DAN KERJASAMA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

R i

I g o e s T N |
ﬁﬂ#ﬂfﬁ Hﬁgﬂtﬂws G i-zc ‘hdllmi.ur E&ﬂrjh il I "Ehl‘gﬂ T l
F’c-r&.-enth:.r Penyusunan | "
* z Ieraedianyva Delkumen Laporan
Doliumen Pererncanaan : i i
Weteranpun Pertangpunyg Jawaban L dokumen

dan Pelaporan tepal
wihlu

Perscntase kelenphapun

Bupati rehun 2016 ’
Tersedianya Komponen

Liata/ Informasi Tinghkat Kemaman
Pembanpunan Dacrah Statdar
Masional

.

1 Dokuinen

‘ data vany valid dan
2. terbaru sebagal basis

[IErTT CHDELLL

pemibangunan daerah

- Easio Kabupatcn Tanjung Jabung

T-E',I.SE‘IZ‘.hHTJ'-.;I. Buku Indels SGini

Barat

Terscdianya Bulu Indeks
Retmpangsn Williamson kab,
Tanjab Barat

!
’ Terlaksananye

3. Kerjuseana
Pombeaigninan

Terjalinnya kerjasame di bidang
papndidikurn, penclitian dan
pengandian masyarakel sorta
hubunpan kerjasame
pembanpunan antar daersh

3 Mol

1 Dokumen l

1 Dakumen 44

1 Program Penpembangan Data dan

I frmieasl

ATIpEgaEn

Rogiatan |

1. Penyusunan Indeles Chn Ratie Rp. 113.800.000,-

2. Penvusunan  Ketimpsngan  Indeks Kp. 113,800,000, -
Williumson

4. Penvusunan Sistem Informasi Rp.  L44.550.000.-

Pembanpunan Daerah (5P

Dracrah
Kegiatan @

1 Heryisunan

LapiTan

!, Program Perencanasn Pembangunan

Reterangan  Hp. 1800490000, -

Fertangmungawaban (LEKPJ)

A, Program Kepasama Pembangunan

Hegiatan |
1. Snaialisas

ArgeTs

pedaron Bl 00 (0, -

Hp.

pelaksanasn kegjasama dalam neperl

Pihak Kedua,

Kuala Tunghkal,

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Penelitian,
Pengembmngan dan Data Banpeds
Kabuparen Tanjung Jabung Bacat

ey

ISTIQALLIA, B5.T.
Prmata Tl |
Mip. LO7908 172006043007

Kepals Sub, Bidang Pengembangan
afibclan merjnsama

ROPL S.E.
Prnata
Mip. 1977005207001 1004

Footerangan

Cibetober 2017
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Jalan Prof, DR, Sri Socdewi Maschun Sefwan, SH TelpFax 0742 - 21131
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 [PERUBAHAN)

Dalam ranpka mewujudlan manajemen pemerintabian vang efekul, ransparar, dan
eluntabel sorra berurientasi pada hastl, kao vong bertandslangan di bawah mi

kama : SAWALUDDIN F TANJUNG, 5.E.

Jabatan Kepalz Sub, Hdang Dara Evaluasi dun Pelaporan Bappeda
Fabupaten Tanjung Jubung Barat

Selanjuliva dischbur Pihak Pertama

Marma ISTIQALLIA, 5.T.

Jebelarn Kepala  Bidang  Penelitian, Pengembangan dan Data  Bappeds

Kabuparen Tarjung Jabung Baral
Selak atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnyea diselnt Pihak Kedua

Pihak periamea berjanji akan mewojodkan target kinega vang scharisnya sesuul
lewnpiran perjanjian ini, dalam rangks mencapai fargel kinerja jangka mencngsh
seporti yang telah ditetapkan dalam dokumen  perencanasn. Keberhasilan dan
regagalan pencapaian larget kinerja tersebut menjadi langgang jawab kami

Fihak Kedun akan memberilkan supervisi vang diperhultan  serta akan melakukon
cvaluasi aluntabilitas kinerja terhadoap capaian kinerja dan perjangian o dan
mengambil tndakan vang diperlukan dalam rangks pembertan penghargaan  dan

serlosl,

Pihak Kedua,
Hepala Bidang Penclisian,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kooupaten Tanjung Jabung Barat

ISTIQALL1A, S8.T,

Pepama Tl [
Nip. 1979081720060 2007

Kuala Tunpkal, Oktober 2017
Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Dara Evaluasi dan
Prlaporan

SAWALUDDIN F TANJUNG, S.E.
Penzta
i, 197R0L06E01 O 1001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN]
KEPALA SUB. BIDANG DATA EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

e -=|_'_1--s_:.-"-'-’-a}'.':a-:.--'-
s i et
T ‘?‘% R
N_:{.;E_.‘:gm;“_g&. i‘:.- i

s e i SN T

2 e L

Perseniasc
Penvusunan Dokumen
Pf“_.'l‘l!‘.'l".d!HT] ELELLL {“.l-ﬂ.ﬂ
Pelaporan lepat wakin

Tingkat Kelenpkapan
Doloanicn
Pereicanaan

Jumlah Doloamen HHH::Hrlfg.an Al
REPL

Jumlah Doloumen REPLY yang di

RENJA SKPO/PD

Juimlah Gokumen RENJA SKPD P

Jumlah Delmen Ruanconpon RKPD

Jumlab Dokumen RE]‘.{'E-Lllgfﬂ'.l Akhir
EKTPD

1 dakimen

| dolonmen

1 dokumen

salilsan

Jumlah Daloumen Rancesn gan
Perubabian EKFIY

Jumlsh Dokumen Reancanpan Aldhir
Perubahon REFID

L dolwmen

1 doekummen

1 dokumen

Jumlah Dokumen Peribahan RICPD
warg i sahkun

Jumlah Dekumen Hancanpon Awal

1 dokumen

dd dok uI[l«E'ﬂJ

ol atilah Dokumen Rancangan RENJA
SKPD /PO {

| Jumlah Dokumen Funcangan Akhir
| REM.JA SKPD/ P

A3 elolkumen

44 dokuanen

yangg di sahkan ‘
[ Tumlah Dokumen Rane HTIE I
Perubahan EERJA SKPIXFD

44 ickumeh

44 daoloamen l

Jumlah Dokumen Rancangan Akbur
Perubahuan RENJA SKPD/PD

43 dakumen

| Jumlah dolamen FPAS
—

Jurnlah Dokurmen Perubahan EENA
SEPL/PL) vang di sahl-;.au

44 dolkuimen

Jumlal dolumen Rancangan KA

L dokuamen

Jurmiah []nkl men LA

1 doalkumen

Jumlah du-_um!:n Fancangan FPAS

| dokumen

Jurniah dokurmen Rancangan KUPA

Jumilah dekamen KU EA

I dokamen

1 dakumen

1 dukumen

Jurnlal dokumen Rancangan PTAS
Ferabalian

[ daolumen

Jumilah deloamen FEAS Porubahizu

Jumlah dokumen sinkronisast
program pembanganan dasrah

terhadap program provinsi dan pusar

1 ﬂ-&lﬂlmm__l

1 dokumen

Tinghkat pelaksanaan
Evaluasi Boview
okumen Porenicanaan

Jumlah Dokumen Monitormy,
Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Pelabesanaon Bencang Pembangiinan

Maeral

2 dolvmen
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R

A .;.
L 1}'__5_3: & -T.EI!TE"‘- i
L ;.3 ﬁ"" el ﬁ":-c “'x

R s |

Persentasc
kelenglkapan dale vong
vidid dan terbaru
sebagal basis

]_,'.I(_‘:Tl."l'l [CHILELEL

1. Program Perencanaan Pembanganan Duerabh

Kegihtan :

1.  Munitoring, Evalunsi, Pengendalian dan Kp.
Femcana

Felaporon Pelaksana
Pembmngunan Dactah
2, Penyusumnan
Pembangunean Daerah
3, Koordinas deun

Eoenocuna

Sinkranisas: Hp.

Jumlal Dekumen Laporan Progres
Pembangunan Pemenntah Doecall Ke
Pemenniuh Pusar

I_ pembangunan dasrah I

o odolkurnen

AT IrHTET Ko teerurigan

233,850,000,

Kerja. Rp. 241,150,000 -

433.225.000, -

Ferencanaan Pembanganan Daerah

& Fepyusunan KUA don PRPAS
5, Penyvusunan Renje SKPD

Pihal Kedua,
Kepala Bidang Penelician,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kavupaten Tanpung Jabung Baral

ISTIQALLIA, 5.T.
Penata Tk. ]
Nip. 197908 172006042007

Ep.  451.350.000,
Kp.  LG0.265.000.

Kuala Tunglal, Okioher 2017

Pihak Pertama,
Fepala Sub. Gidang ata Evaluasi don
Pelaporan

A

SAWALUDDIN F TANJUNG, S.E.
Feralin
Nip. LOT805062011011001
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G BAPPEDA
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 [PERUBAHAN)

Dalarn ranpgks mevwajudkan maengjemen pemenntshan yang efekaf, transparan. dan
aliunrabel seria berorientast pade hosil, kam vang bertandatangan di baowedy ini

Mamea . JUHANDI, 5.E.
Jahatan ¢ Kepala Sub. Bidang Inovasi dan Teknolegi Bappeds Kebupaten
Tanjung Jabung Baral

Selanutnyve dischut Pihak Pertama

Mama : ISTIQALLIA, B.T.

chabmian . Kepala Bidang  Penclittan, Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Garat
Selaku atasan langsung pilhak periaima,

Selanjutnya disebut Pibhak Kedua

Pihak pertama berjanji elan mewuojadkan tarpet Kinena yang scharusnya SO AUEL
lampiran perjanjian i, dalam rangka mencspad target kinetja januka meonenpel
sepertl vanp telan ditetapkan dalean dekumen  peorencanaan, Febeshiasilan  doa
kepagaian pencapaian larpet kinegs tersebut menjadi tanggung jawat Jeani.

Fhak Keduz akan memberikan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi aluntabilitas kinerje terhadsp. capaian kinerja duri perjanjinn i camn
mengambil undaken yang diperiuksn dalam rangka pemberian penphargaan  dan
sanks.

Ruela Tunghkel, Cklober 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Lepala Bidang Penelitial, Kepala Sub, Bidung novas dan
Pengembangan dan Data Sappoda Tekaolog

habupsalen Tanjung Jabuny Barat

- -

ISTIQALLIA, S5.T. JUHANDI, 5.E.
Porota Tl [ Ponaks
Hip. 1979081 7200604 2007 Mip, 19780306201 10110401




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA SUB, BIDANG INDVASI DAN TEKNOLOGI
EBAPPEDA EABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

‘Hl:n

i .
A gt

| Sessmn Keglatan

B2

[ mebeeal basis perencanaan

Huku Susenas

Huku IKHE
Fersenbase kelengliapan data makig Tt

1 Doloamen

1 ke

yang valid doay terbar Bk Profil-Dascak

prmbangzundan dasrah

Terluksananya Lapoeran Progros

1 Dalsimen

Pembunsinan Pemerintah A Dokuznen
Pacrah ke Pemmerintak Pusat

Perscntase pemaniastan hasil | Rekomendasi peninelaran

penelitian dan pengembangan | produltivitas padi

é:‘-i [.:' "!-'3_1

Hersenlase Peosyisunan
Dokumen Perencanaan dan
Prlaporan lepal waktu

Jumlsh Dokimen Rancangan |

Perubahan REJMD

Timgkal Kelengkapan Jumtah Bokumen Rancangan
Dokumen  Pereacanaan Akhir Perubahan EPJIMD

Jumlah [okumen Perahahan

Jumlah Dekumen Rancangan
Awal Perubshon REJMD

1 dakumen

1 dekouanen

1 dokxuanicn

L dokumen

REJMD vang di sahlun
Jumlah Dekumen Eancanpan

Aweal Ferubeahion RENSTHA 44 dokumen

Perangkat Daeruh

Perangla: Daerah

Jumlah Dekumen Kencangan
Alzhir Perubahion REMSTRA 44 dohkumen

Perangkat Daerah

Jumlah Daoloumen Ferubabizn

Jurnlah Dologmen EL'rn'lc"::.l:gn;l . T
Ferubatioun FENSTEA 4 daloamen

RENSTRA Perangliar Daerah 44 dukumen

vang di sahkun

———

Frograum Pengemubangan Date dan Informas

Regiatan .

1, Peoyusunan Bukuo-buku Stalisuk R
2. Penyosunan Profl Daecah Ep-
1. Penpumpulan, Updating dan Anabisa Rp.

Data/ Informasi Kebutuhan Penyasunan
Dokumen Ferencanaan

Propruan Penclitian dan Pengembangan

[raeral Bidang Sumber Daya Alarn dan

Teknoleglh Sumber Duya

Beziptan ;

1. Brudy Oplimalisasi Produktivitas Padi Fp.

AT Keterangan
161 000,000, -

216,250,000,
113,250,000,

S0, 1965.750,



Frogram Perencanaan Pembangunon Dacrah

Kegiatan

1. Perpvusunan Rencana Pembunsunon  RBp 272495 000 -
Jungka Mepengah Dacrah (REJMD
Perubahan)

2. Kegiatan Penyvu suriad EENSTHA Hp. B7. 300,000, -
Perabahan

Kuela Tungkal. Cletober 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Repala Bidang Penalilian, Kepala Sub. Bidang Inovasi dan
Pengembungan dan Data Hapoeda Teluioiag

Kabupatenn Taniung Jabung Barat

QLLT . :

ISTIQALLIA, S.T. JUHANDI, 5.E.
[Ponata Tk I Fenata

Mip, 197908 1| T20000342007 Nip, 19780306201 10110061



FEMERINTAH EABLIFATEN TANJLING JABUNG BARAT
. BADAN PERENCANAAN FPEMBANGUNAN DAERAH

BAPPEDA

Jaian Prof. DR. Sri Soadewi Maschun Sofwan, SH TelpiFax 0742 = 2111

KLIAL A TURIGKAL

Ko Fie,

38513
_J

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan menaemen pemerintahan yang cfckof, rransparan, dan
akuntabel serta berorientlasi pada hasil, kami vang bertandatangan i bawah i .

boamu - MULYADI 5.E.

Jebatan - Kepala Bidang Ekonomi dan Suntber Daya Alam Bappeda Kabugaten

Tanjung Jabung Harat
Selemuinya disebnl Pihak Pertama

Mama : Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M. M.
Jahatan

Hepola Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barar

Selalm atasan lanpsune mbale pertoona,
E L 8 + IJ‘

Selanjulnye disebur Pibak Kedua

Pihak pertsma berjonjl akan mewnjudkan larget Kineria yang seharusnyve sesl
lampiran perjanjian ing, dalan rangks mencapas Larget kinerja jangka menenpgai
seperti vang relah dielupkan dalam  dokumen  perencanaan, Kcoberhasilan dan
kegagzalan pencapaian rargel kineria terselnit menjadi tenpggung jawab kam,

Pihak Kedua akan memberikan supervis: vang diperlukan serta akan melakukan

eviluasi aluntabilitas kinerja rerbadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan
mengambi! nmduken yang diperlukan delam rangka pemberian peoghargaan rlan

saTihst.

Pihak Kedua,
Hepala Bappeda Kabupalan
Tanjung Jabung Barat

[

Ir. H. FIRDAUS KHATAE, M.M.
Fembine Utama Muda
MIFP. 19a6090s 199302 1 G035

Fusda Tungkal,

Pihak Pertama,
Kepala Bidang CElonomi dan
Sumber Dava Alam

/

MULYADI, 8.E.

Ponata Tk, T

Cktober 2017

Mip. 197 10615200507 1006
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA SUB. EKONOMI
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

1 m

S

Ty

aran Hegiatan

o PR r

e
1o R e

Indikator Kinetja.

H zh

i Tamget'=
b

Lo =

Terlaksananya Pengendalian dan
wvalunst penyusunan RENETHA
Peranskat 1aeruh lingkup Submd
Fkoriorml

Tinglat Kesclarasan Terlalsanuaya Fengendzhan dan
| Diokamen pErencamnAsn FEvaluast penyusunan RERIA 3 Peranghkat
" pembangunan lingkup Peranskat Deerah lingkup Subhud Daerah
Saruna dan Prasarana K koTuen
Terlalsananyva Fengendahan dan
Evaluas: penyusunan RRFD
Perangkat Daerab lingkup Subbid
Elonnrmi
2 Terlulisananye sinkronisas
Perscntase kelengrapan program kegiatan TISLP tarhdun ST
data yang valid dan program keglatan Pemerintah 2 TR
2. | terbaru sebagal hasis Blarraki
PETECATIAAT = x
pembag gunan daerah Terlalsananye Fonim Al 30 Porusahaan
| Tanjung Jabung Barat —
1. Tangsunglawal Sosial da Lingkungan ATIEEOLCET oteresigan
Ferusoanaan (TS50
[irgalun
1. wopordinasi den Sinkronisasi Program Ep. 128,230.000,-

Tanppung Jawab Sosial

dan Lingungan

Perusahaan (TJLSF lkab. Targab Saral

9. Forumn Tangsung

Jawab  Sosial

dann Ep.

Lingkungan Perusahaan (TJLSF) Kaila,

Tanjab Baral

Pihak Kedua,
hepale Bidang Elkonor don
Sutnber Daya Alam

o
MULYADI, 5.E.
Fenate Tl 1
Mip. 197106 153200501 1006

Kuala Tunglkal,

2BB.5T0

i 90.-

Oilctoher 20007

Pihak Pertama,
Kepula Sub Bidang Elonomi

YENI GUSTINA, 5.E., M.M.

Fembina

MNip. 196712131993032004



f,.f=“=¢\"7? PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

“};,;‘r;ﬁa__ i BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
) BAPPEDA
H"f;;-!‘-‘{ Jalan Prof. DR, 5ri Socedewi Maschun Sofwan, S5H TelpiFax 0742 - 21131

bl ls TIMGHAL

G
—

FERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ([PERUBAHAN)

Kode Fos

Dalam rengka mewujudkan mengjemen pemennishan vang cfekof, rransparan, dan
akuntabel serra bererientasi pada hasil, kam yang bertandatangan di bawah i ;

MNama ;
Jalraran

FERI NOPRIANTO, 5.E.

Selanjutnya discbir Pihak Pertama

Nama ir. H. FIRDAUS KHATARB, M.M.

Jdabaian

Selaku atasan langsung pthak pertama,

Felury ulnva dischiit Pihak Kedus

Kepals Bappeds Rabopalen Tanjung Jabung Baraz

Schkrotans Bappeds Kabupaton Tanjung Jabung Harst

Fihek pertamo Berjanji akan mewojudkan lasgel kinerja yang scharusnya sesuil
lummpiran pecjanjian int, dalam rengle mnencapsd GArget kimerja jeneska wenergadl
seperti vang relah ditetapkan dalom deliamen peremcsnaan. Keberhasilan dan

kesnealon pencapsian targel kinerja tersebur menjadi tanpggung jawab kaml,

Pinal: Kedus saken memberikan superas vang diperlukan serta akan melakakan
evaluasi alountamlitas kinerje terhadap capa:an kinegje daal perjanjian mi dan

menzarabil dndakan yang diperluker dalam rangss pembernan penghargsan dan

smTilosl,

Fihak Kedua,
Kepola Bappeda kabupalen
Tanjung Jabung Baral

g

Ir. H. FIRDAUS KHATAE, M.M.
Pembina Disomna Muada
M1 T9enU0005 19930F 1 000

Pihak Pertama,
Kepals Hidany
Spaial dan Fermernialiao

Kuala Tungkal,

\

FERI Hé—l;mﬁ‘m, 5.E.

\
\

Clotober MY

-

Pemiana

Nip., 2731116200003 1002

AES13




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
EAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.| .
Tingkat Keselaras Jokummers
Persentase Keseldrasan .ngl 2 ACEEON. LIERUMEL G
L y perencanadan prmbanginan L W
doluiuen porencansir : : g
‘ lingkup sosial dan pomerintabian ‘
Perseniase ketersodisan Prersenlase elenpkapan data Vang
2 data mformasi vang valid valid dan terbara sebaga basis ) Y
dan terbuaru perenanaan pembangunan daerah
* P = e SR [T _I_ —
Progranm Anggaran Roe e gan
1. Perencanaan Sosial dun Budaya Rp. 1.58%.470.000,
4. Perencanaan Sosizl den Pemerintahan Rp. A0, 565000,
Euala Tungkal, Dktaher 2007
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Happeda Rabupaten Kepala Bidang
Tanjung Jahung Barul Sesial dan Pemernntanan
g \
'-4\-._‘.
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, ML.M. EEMRJEHTQ S.E.

Cembime Tiama Muda Pombana
WIP, T9ARE0805 103303 1 003 Mip, 197311 1a20000a 1002



- PEMERIMNTAH KABUPATEN TAMJUNG JAEUNG BARAT
;;T‘}lx BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH TelpiFax 0742 - 21131

KLIAaLS TURNCEAL
kode “os

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dredorn rangks mewwudlkan mansemen semerintahan vuang elelitif, transparan, dun
aleuntabel serla bevorientas pada hasil, kemi yang bertemdatangan dr bawah i

Mutna + H. M. YUNUS, 5.Pd.
Jahatan Kepala Sub. Bidang Sosal
Selanpuliya dischut Pihak Pertama

Mama FERI NOPRIANTO, 5.E.
Kepula Bidang Sosial
Tanjung Jabunye Sarat
“plake atasan lsngsung mhax perlalna,

Jahalen dan  Pemerintahan Bappeda  Rabupaten

Selanjuinya diselbut Pihak Kedua

Pikak pertama berjunji aksn mewnjudkan targer kinetia yang seharmsnya sesdal
lampiran perjanjian ind, dalam rangks mencagi TATEEL luneria jurgla menegah
seperil yvong tolah ditetapkan  dalam  dokumen  perercinadn. Keberhasilan dan
kegapalen pencapainn rget kinerja tersehul menat angmun g awal Tami

Pikak Hedua skan memberikon supervisi vang diperlukan secla akan wmelaltulkun
evaluasi skuntabililes kinera terhadap capaian kinerja dari perjanjis
mengambil lndakan yeng diperlukan dalam rangka pemhberian penghargean  dan
santlisl.

clairi

Kuala Tunghed. Dkloher 2017

Pihak Keduas,
Koepala Bidang
Sosie] dan Pemerintahan

\

FERI mﬂ, s .E.

Pembrina
Nip: 197311 LoD L

Pihak Pertama,
Kepals Sub. Bideng Sosial

H. M. YUNUS, 5.Pd.
Ponata Tk, |
Mip. lGa60a12199201 1002

23514



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN|
KEPALA SUB. BIDANG SOSIAL
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Hn ; Eﬂmﬁuiiﬂtﬂ.ﬂ : - .- |'r : , elnﬂﬂmtl;rfﬂ:!.‘neijﬂ. - i ;ll:.::nl;li:ﬁlfll__E i .-..I
‘ Tingha! heselarasan |

Llakoument perencanans
pembangunan lngoap Terlakswranye Kecrdinas

| snaie] dun pemerintahan perepcanaan Pembanpunan dan 4 Peranghkal
Tinghkal Keselarasan Sinkoonisasi Program Keplalan Davrals
[Dokumen perencanaan lingloup Sosial
pembanpunan lingkup
susial dan pemerintabhan

Tersusunnya nkumen Reacand

Persentasc kelenpkapan Indul Femhangunun Pariwisara 1 Dokumen 4‘
duta vang vald dun Kabupoicn Tanung Jubung Barat.

2 erhara sebagsl basis = R At i
PrIT T L

Teraediunya doeltumen HAD pangan.

b A A1 an daerut : : S | A Daliuonern
pembangunan deerab gim dar BDG's Kab, Tanjub Barat ur

1 Progroun Pereneanacn Sosial dan Buclays Anggaran Ketcrangan
[vegidlan
1. Penvuasunan Rencana Induk Ep.  534.000,00K).-
Membamganan  Pariwisata Kab, Tanjab
Baral
3. Keoordinasi Pelaksansan RALY  Pungan Rp. 1745075000 -
dany  CHzi Kab. Tanjob  Beral  dan
Pelalesansan  Sustamable  Development
Gaals [512057s) Kab, Tanjab Baral

Fuaia Tungkad, Oktober 2017

Pihak Kedua, Fihak Pertama, .
Kropala Bidang Hepala Sub, Bidang Sosial
Spsial dan Pemerintahen

H. M. YUNUS, 5.Pd.
Pembina . Penata Th, |
Nip, 1973111200003 1000 Nip, 180006 121992011002




o o PEMERIMTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
P i EADAN FERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAPPEDA

Jalan Praf. OR. Sri Soedewi Maschun Sobwan, 3H TelpiFax 0742 - 211231
FLIALS TURGEAL

koncd: Pes 363513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)

Dalam ranpke mewiiudlan manswemen pemerinralian yang efekll, lranspacan, dan
aliuntahe! serla berorientas: pada hasil, kemi yvang bertandatangan di bawah 1o

Mana ;. NAWIR, S.E.
Jabalun L Kepula Sub. Kesgiahtoraan Hakyal, Ketentraman dan Relertiban
Umam

Selanjulive diselr Pihak Pertama

FERI NOPRIANTO, 5.E.
Gidang Sosial
Tanjung Jabung Borat

Selaiu atusen langsung pihak pertisa.

M HTTLE

Jabalun 1 heopala dogy  Pemerintashan Bappeda  Kelbupaten

Selarrutaya dischul Pihak Kedua

seharusnya scsusEl

anplin. menenzah
dan

Pihed pertama Lesjanil akan mesajudban targer ke vadg
latnpiran  peranjion ind, dalam rangkys mencapai tarpel kiners
seperti yang lelah  difelaphan dalam dokumen  perencanian.
kepagalan pencapaian target kinerja rerseliat menjadh lunggung jawat kamt,

Heberhasilan

Pihak WKedua aksan memberikan supernsi vang diperlukan serma propn Inelskulan
pvaluasi akuntabilizas kinerja terhadap capaian kinegs  dars porjanjian ini dan
mengambil rndaksn vang diperiokan dalam rangks pemmberian pemphargaan dan

sarales!,

Kinla Tungkal, Oktober 2017
Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang kesgjalitcrasn
Rakvar, Kereniraman dsn Kelertiban

Pihul Kedua,
Hepala Hidang
Somizl dea Pemerinlehan

L irmm
|
‘,-'""_:-‘iﬁl'
FERI NOPRIANTO, 5.E. . S.E

Monatk "nm Tk
Mip, TYH3020%AU (S0 11015

Pk

Vip. 197311 LH200003 1003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 [PERUBAHAN)
KEPALA SUB. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.|  SeswmnKegiten | IndikatorKinega | Tamget
Tingkal Kesclarasarn
| Drorloutien PoTeriearisll
| pembangunoe ngkugs Terlaksananya Koordinss:

1 | gagial dun pemennleian perencanasn Pembangunan dan S Peranphkal
Tingkat keselarasan Sinkrenisas Program Reginlan Macrah
Crokumen percncansall Hngloap Sostal
pembanpuno lingkup

| sasial dan pemcrintabian ‘
Tersedianva Data Penanggulacigan
Kemislman Kalb, Tanjung Jabung I Doloamen
Fersentase kelenghapun Ranar, |
duta vang valid dan | =

2 rerharu sehagul basis Tersedianyva dolkumen SPKD 1 Dolamen
PEECTICAILEAN
pembangunan dacrah '

Tersedianys doliumen Grand |
| design Rependudukan Kals | Dolnamen
| Tanjung Jabung Baral e

1, Program Perencanaan Sosial dan Dudaya Anggaran Koleraligan
Meplatan :
| Knordings: Penanggulangan Kemisxinan Rp, 238600 000, -

dacrah  [TEHPKD)] Kebupatan  Tanung
Jabuang Harart
2. Pemvasunan Delumen Siratcg Rp. 150400000,
Penanppulangan  hemiskinan Daerull
|SPRD
1. Program Perencanuel Sosial dan

Feameorimialian
1. grend  Design Kependudukan
Tanjung Jabung Barsl

Pihak Hedua,
Kepula Bidang
sosial dan Pemenntahan

A

|l
FERI NOPR{ANTO, 8.E.
Pembinia
Mip. 19731 1162000031002

Kan  Rp. 40.505.000.-

Kuala Tungkal, Oktobear 20017

Pihak Pertama,
Kepale Suh, Bidang Kescjahleraan
Fulivat, Retentraanan dan kolertiban
imm

NAWIR, 5.E.
Ponstla Mude Tl |
. TYRINI0NGI0OLO01 1015




P il PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

‘bi BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
o BAPPEDA
"=-'av;:':"—'f Jalan Prof. OR. &0 Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 - 21131

siALA TUMGEAL

Foone fos 306515

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)]

Dalam raneka mewujudkan manajomen pemen qnlahizun vang efelmf, lransparan, dan
akuntabel serta bororientasi pada hasil kari vang bertandatangan 6 bevwealy 171

Hama . RINI LEONI FRANSISCA, 5.H.
Jahalun . Kepals Sub, Bidang Pemerintaban dan Sumber Dava Mannsia

Selaniutnya disebut Pihak Pertama

Marma . FERI NOPRIANTOD, S.E.

JabEtan - kgpale Bidang Sosisl dan Pemcrintahan  DBappeds  Kabupslen
Tanuny Jabung Barat
Celaky alasan langsung puale perlama,

Selosjuimya diseibul Pihak Redua

Pihulk pertuna berjan]i skan mewiyis Aot tarpet kinerja yang scharusnya sesist
lampiran perjanjian i, dalam rangka mencapal tariet linerja jangka menengah
sepertl yang felal di 1:*Lu-:.-l-=:r.'1 dalam  dokumen perencalnEalil. neberhasilan  dan
Legspalan pencaprian margel kinerja tersebut menjadi tangoung jawab kaml,

Bihale Kedua skan memberikan supervisi yung diperlukan serta alan e iakukan
evulugst wloantabilitas kinerja terhadap H-pf.uf,_l Wiperia dari peranpune i d e
mengambil tindakan veng diperlokan dalamm rangka pomberian penghaTgaan dan

sanlest

Kuala Tungkal, Olktoner 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
xRepala Bidang Kepala Sul Hidang Pernerinlabian des
Zoaial dan Pemerintahan Sunher Daya hegnisis
\ s
FERI NOPRIANTO, 5.E. RINI LEONI FRANSISCA, S.H.
Eembir Penata Vuda Tk, ]

wipe 19731l | 200003 L1002 Hip. 1985051920 100712015




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHARN)
KEPALA SUB. BIDANG BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUMEBER DAYA MANUSIA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

'Wo.| SasaranBeglatn | IndiktorKiners (0 Tewet
| Timpkat Keselarasan | |

| Dokuinen perencinasn
pembangunan lingkup Terlalsananya Koordinast
ansial dan pemerintahun perencanasn Pembangunan dan 17 Peranglut
| Tingkat Aeselarasan Ciploranizusi Program Kegiaran | Dacran
Doekumen perencanaeal linglaup Svsind

| peribangunan lingkup
ansial dan pemeriniahan |
|

| | Perscniase kelenplapan
duta yang valid dzn Tersusustnya Dokumen Pelaporan

2 | terbarn: sebagai basis pelaksanaan AD-PPE Kabupaten | | Dalsumen

PETEILCATI AR Tanjunz Jabung Barat.

| pernbangunan daeralh

. Program Perencandsn Spatal dan Hudeya ATIEEATAT MOoteTaLigan
Heglatan .
. hkoprdinasi damn Sinkronisss: Rp. 301,125,000,

Porencanaan  Pembunginan Dracrakh
Birduang Sosiul Bundye
1 Koordinasi  Pelaksunaan AD-PFR Kp. 1724070000,
ialesn dacrah Pericegahan den
Pemberantasan korupsi) Kabupaten
Tanjung Jabung Baral

Kuala Tunekal, Okober 2017
Pihal Kedua, Fihak Pertama,
Wepala Hidang Kepula Sub. Bidanyg Pomerintanan dan
Sosial dan Femerintahe Sumber Dave Manusis
FERI H{JP;EHNTU, S.E. RINI LEONI FRANSISCA, S.H.
Fembina Pentata Muda Tk. 1

Mip: 197311 LGZO00R31003 Mip. TURS051S20100 12016



S —_Q? PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| I“I:l BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

AE L Y

i) BAPPEDA

=
“t:%}fj Jalan Prof. DR. 51 Soedowi Maschun Sofwar, SH Telp/Fax 0742 - 21131
FLALS TUMEHAL
Wode [tos 0 35513
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
Malam rangka mewwudkan manajemsn pemerintabuon yang efekll, Lransparan, darn
aleunlabel serts herorientasi pada hasil, kami yvang bertandaranpan di bawah 1m -
Nams . CIPTO HAMONANGAN SIREGAR 5.50s., M.H.
Jabatan - Kepala Bidang Sarana den Frasarana Dappeda Kabupaten Tamung
Jabung Sarat
Selanjutnva dissbul Plhak Pertama
WNama - Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Jebatan . Kepala Bappeds Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selalm atasan langsung pihek pertama,
Selanyjutnya disebut Plhak Kedua
Pihak pertama berjanji akan mewuyjudkan targes Lirterja vang seharisnya sesual
larppiran perjanjien ini, dalam rangka mencapal Lerget Kinera jangka menengab
seperti vang telah ditetapkan delam dokumen perencanaan. Keberhasilan  duan
kegagalan pencapeian target kinerja terselut menjad Leaugenang jawalb leami,
Pinalk Kedua aken memberikan supervisi yang diperlulian serfa akan raclakukan
pvaluasi akunlubilitas kinerjr terhodap capatan kinecja dan perenjian o dan
menpambil tindakan yang diperluken dalam rangks pemberian penghargaan  dun
sanksl.
Kuala Tungkal, Okiober 2017
Pihak Kedua, Fihak FPertama,
Eepola Bappeda Kabupeten Kepals Bidang Barans dan Prasarana
Tanjung .labung Baral
N '
W/ il

Ir. H. FIRDAUS EHATAR, M.M. CIPTO HAMONANGAN SIREGAR 5.50s8., M.H.

Femhing Utama Miuds Perara
NI T9RLOD05S 199300 1 003 Mip. 1052131 T Qo]



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 [PERUBAHAN|
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

el | Sasaran Program | momastorkinega | Tamget |

e
Eei
e

=

| ; | Tingksl Kesclarasan Daloamern
Persentase Kesclarasan A ; i
| : perelcanaall perbangunan Q0

dokiimen percnoeiiian E i z
lingkup Sarans dan Prasirand

Persentase ketersediaon Persenlase kelenglapan dars vallf
2 | datu informasi yang valid valid dan terbaru schapgel Dasis ELE RS
| | dan Lerbaru QErCnoaaan permDanEuiEn dagrah |
Frogram ATIETATHIL Eoternngan
1. Program Perencanuaun Prasscang Wilayah Rp. T5%. 385.000,-
dan Sumber Dave Alam dun Lingkuangan
Hidua
Kuala Tungkal, Ckrober 2017
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Dappeda Kabupaten Kepala Bidang Sarana dun Praserana
Taniung Jalung Baras
T
/W"L
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M. CIPTO HAMONANGAN SIREGAR 5.So0s., M.H.

Pemmina Utama Muda Penaia
MIP. 19560405 1909303 1 003 Nip, 1982121120080 1001



ey PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

"‘Lsfr%\ R BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
e BAPPEDA
-=;;;=ﬁ Jatan Pral. DR, Sri Soadewi Maschun Sofwan, SH TelpiFax 0742 - 21131

AL TUNGKAL
Kode ios ;255713

_____________'—____——————__-_____

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHARN)

Talam renelia mewijudlkan monajemen pemerinlaiian yerg elekrif, transparan, dad
akuntabe! serta berorientasi pads hasil, leam vang, bertandatanean i bawah i

Namsa . HERMAN, 8.T., M.T.
Jahatur . RKepala Sub. Bidany Infrastouerur

Gelanjutnya disebut Pihak Pertama

Hams . CIPTO HAMONANGAN SIREGAR 3.8o0s., MI.H.

Jabalan . Kepala Bidang Soaand dan Presarane. Beppeda Rabupaten Tamung
Jabunye Barat
Salaku alasan lungsung pihak pertama,

Selaniutnye discbut Pihak Kedua

Pinak perlama berani akan mewjudkun targel kimerja vang seharisnys soRL Al
lampiran perjanian ind, delam ranghka mencapal targel kirena janpgka menengah
qeperti wvang telab ditelapkan dalam dokumern PereTiCAnALL. Keberhasilan  dan

Legagalan pracapeaian target kinerja torsebun mergad ranggng fawab ko

Mhak Kedus akan memberiken supervisi vang diperiulean serta akan el ket
pvaluasi akuntabilitas kinerja terhadep capaian kmerja dusi prrjostjian wil dan
menpanil tndakan yang diperlukan dalam rangks pemberian pengharganl dlury

san ksl
Kuals Tungkal, ClcLober 2017
Pihalk Keduas, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Sarsna dan Prasarans Kepala Sub. Bidang mrastrukiar
*fmz? f
CIPTO HAMONANGAN SIREGAR S.5os., M.H. HERMAN/S.T., J1.T.
FPomnats f Penara .

Nip. 1982121 12008041001 Mip. 197707072010011010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA SUB. BIDANG INFRASTRUKTUR
BAPPEDA HABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

e

ST

.}H&?; i wﬁasmn Iﬁ!ﬁiﬂﬁ’(,_

;Eﬂkaturﬁiﬂuada

o .-.-hl_

I -::'lal{ﬁﬁﬁ:d_'l:-r':-_'{ Penpendaizan dad
Fvaluasl penyvasunan BRENSTHA
Perangkat Daeecah Inekup Subbid

Infrastrakiur
Timghkal Resclarasall Terlaksananyd Pengends=lizan dan
| Dokumcn perencandaun Evaluasi penyusunan RERJA 2 Peranpkat
pemmbangunan lingkup Perunglat Deerall npgkup Subbid Dracrah
Surpna dan Prasaransg Infrastrukiur

Terlaksananyva Pengendalian dan
Ervaluast penyusunan REED
Peranslat Daerals anghup Subbad

| [nfrasiruliur |
1. Frogram Porencanaan Prasacana Wilavad: clan AT T EL Eeoterengan
Sumber Dava Alam dan Linglalngan Fhiduyp
epriziloat
1. Koordinasi Perencanauan Pembangunan  RBp. A8 250 000, -

bidang Fisik dan Prasarana

Kuada Tunghal. Oktober 2017
Pihak Hedua, Pihak Pertema,
Kepala Bidang Sarsna dan Prasarund Kepala Sub. Bidang Infrastiaktur
CIPTO HAMONANGAN SIREGAR 8.80s,, M.H. HERMAN, 5.T., M.T.
Periata Penata Muda T 1

Mip, 1982121 12008041007 Nip, 19TFOTO7E0LI0011070




B PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TR SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
s BAPPEDA
%9':‘:;:*:3_—:2?} Jalan Prof. DR. Sri Soodewl Maschun Solwan, 5H TelpFax 0742 1131

ELALS TUMGRAL
Kodo Foa o AG51E

e ——

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20 17 [PERUBAHAN|

Dalam rangks mevwujudican manajemen prrnerintabian yang elelctit, iransparan, dus
SJuntalel serta brrorentast pada hasil, karui vang bertandatangal d1 bawwrah il

Marmi . DUDI PURWADI, 5.Ei.
Jahatan - Kepala Sub. Bidsng Perhubungarn, Komunilasi dan Informatika

Selanjutiys disebul Pihak Pertama

Moma . CIPTO HAMONANGAN SIREGAR 5.508., M.H.

Jabaran - Kepala Bidang Saranea dan Drasarpna Bappeda Kubupaten Tanjung
Jabung Saral
Selakn atasan lanpsung pihalk perlams,

Selonurnya disebul Pihak Hedua

Pihak pertama berjanyl akan mewnjudlan target kinerja yang meharisnye sesua
leunpiran perjanjian ini, dalam ranghka mencepad target kinerja janeka menengan
seperti yang  tclah ditctapkan  dalam  dokumen  peroncatiasn. Keberhesilan dan
leprgalan pencapalan Lerges linerja rerselut menjadi tanggang jawas kezuml,

Bikak Kedua aksn memberikan supervist yang diperlukan serta whion meladoukan
evaluasi elantabilitas kinegja terhadap capaian kincrja duri perjanjian it dun
mengembil tindakan yang diperlulan dalam ranpka pemberian pengharzann et
sanksi.

Kuala Tunplkal, Oktober 2017

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepata Gidang Surand dan Frasarand Kepala Sub Bidang Perhubungsn.
Komunikasi dan Informalika

CIPTO HAMONAN SIREGAR S5.50s., M.H. DUDI PER({&DL 5.Ei.

"_ff.i]mm : Penata Muda Tk. |
Nip, 19821211200804100] Nip, 198404 14200604 1003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (FERUBAHAN)]

KEPALA SURB. BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TR
i iﬁ Indikﬂ*ﬂ

h-\..- .\,.r\-'\-

Bd“.- el

o

H i |
B S
% I

-.-:rlz.l-;_sanan Vil Pengnm’la.hm flan
Evaluasi peryasunan RENSTHA
Beranglear Daerah lingkop Subhbid
Perhubangan, Komunikas dan
Informalika

Tinglear heselalrasan

Tialumuen e rcoariisl
pembangunan hnglaap
Haran: dan Prasarana

Persentasc kelengkapan
daota vang valid dan
terharu sebapad Dasis
PEreCANAATL
pembangunan dasrab

‘2.

. Program Perencanaan Prassrana Wilayah dan

Terlaksananya Pengendalion dan
Evaluasi penyusunan EENA
Perangkel Dacrah lLinglaap Suibad
Perhubungan, Koamuanikast dan
Informelika

2 Peranglaad
I raeral

Terlaksananya Pengendeliaun dan
Evaluasi penyusunan RKPD
Peranglkat Dacrah linglup Subbid

Perhubungan. Kemunikas: dan
‘ Informatike

Doloumen nfrastealeour Jalan dan
Jembatan Kabugpaten Tanjung
Jubung Barat

ATLEEAraLl

Sumber Daya Alam dar lingkungea Hidup

Kegatan -

1.  Inwventarisasi
Jembatan  Kabupelernn
Dot

Pihak Kedus,

Kepala Hidang Sarana dan Prasarans

CIPTO HAMONAN

Infrastrulitur

SIREGAR S.Sos., M.H.

Menata
Mig, 1982121 lllf}l}::ll_'til 1901

1 Tioloummen

RELelANEHEN

Jalan  dan Ep 324.655.(H0, -
Tanjung .Jubung
Kuala Tungleal,

Oletobor 2017

Pihak Pertama,

Kepala Sub. Bidang Ferhulilngan,

komunikas dan Informattka

DUDI PUR

""u'l
'

ADI, §.Ei.

Ponata Muda Tk T
Kip, 1952004 142009011002




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAPPEDA

Jalan Prof. DR, Br Scedaw Maschun Sofwan, 5H TelpiFax o742 — 21131
CUALA TUMGKAL
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN]

Delpen rangka mewojudkan mans emes pemermtahan yang eleletif, transparan, aan
abkurntabel serla berorientas pada hasil, kaml yang berrandacangsn di bawaby @20

M ATILEL DIMAS AGUNG FAJRIANSYAH, 5.E.
Jabatan . Hepala Sub. Bidanp Bencans dan Linpgkungan Lidup

Selaniuinya disebut Pihak Pertama

M . CIPTO HAMONANGAN SIREGAR 8.5o0s., M.H.

Jubatan Kepulo Bidang Sarana dan Prasarsna Huppeda Kabupaten Tanung
Jabunyg Barat
Selalo mlasan lanpsung pihak pertame,

Selurgurnya disebut Pihak Kedua

Pinak perlama berjanil alesn mevwujudien target kineds yang seharusnys sesual
lampiran petjanjian ini, dalam ranglka mencapal Larget kinerja jangxa menengah
seperti wanz telah diletapkan  dalam dukumen perencanaan. Keberhasilan dan
kesagalan peocapaian target Kinerja lerscbut meniadl tanggung jawal leami

Pihak Kedus akan memberikan supervisi veng diperlukan serta alian melakouloan
eviluas: akumahilitas kineria terhadap capaiwn Kinera dari perjanjian ini dan
mengambil lindalkan veng diperleukan datam rangla pemberian pengharguan  4an

sankai.
Kuala Tunghkeal, Oklaber 2017
Pihak Hedua, Pihak Pertama,
Kepala Bidang Sarana duan Frasarans Kepala Suh, Hidang Beneana dan

Lingkimgan Hidup

Ay Py

CIPTO E&MDHAHG%Q SIREGAR S5.5035., MLH. DIMAS AGUNG FAJRIANSYAH, S5.E.
Mehata Ponats Moda Th. &
Mip, 1982121 13008041001 Nip. 19870908201 1012016




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (PERUBAHAN)
KEPALA SUE, BIDANG BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAFPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

:Ifh:-.. Eam;ml_[egia,tng ,; Inﬂ.ikﬁtbr Kha:rja a 1 "I‘nrgi:t

- -'.p L

i SR i ;
" Tcn Iakama.m & H-::nuen-:' aliurn u:l:u
Exvaluasi penvusunan RENSTEA
Peranpkal Daecrah lingkap Subhicd
Bencena dan Lingkangan Hidup

Tingkat Keselarasan Terlaksananya Pengenadalion dan
| Drolonmen perencanian Evaluasi peovusunan KENIA 3 Poranglat
| pembangunan Lhoglap Perangkul Daecrah lingkup Subbid Dacrah
Sarans don Prasarana Sencans dan Lingkungan Hdup

CTerlaksaanya Pengendalian dan
Evaluasi penyvasunan KKPD
Perangleat Daerah lingkup Subbid
Bencana dan Lingleangsn Hidup

Persentase kelengikapan

duta yang valid dan Dalkumen Percepatsr
2. | werbaru sebagai basis Pembangunaon Sanitasi Pemukiman 1 Miedournen
AETEOCEITART (PP
| pembangunan daerall
1.  Program Perencanaan Prasarana Wilavah dan ANPRATET Keterprgan
Sumber Dova Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan :

1.  koordinasi Percepatan Pembangunan REp.  152.480.000,-
Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Kuala Tunglkal, Dtober 2017
Plhak Hedua, Pihak FPertama,
Kepula Bidang Sarans dan Frasarana Kepals Sub. Bidang Hencena dan

Lingkungan Hidup
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